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ABSTRAK

UU No.1 tahun 1974 tidak memberikan alternative pemecahan bagi masalah
pernikahan, demikian juga dengan PP no.9 tahun 1975. Pasal-pasal mengenai pencatatan
perkawinan dan UU Perkawinan tidak memberikan jalan keluar yang pasti dan jelas. Di
dalam KHI terdapat ketentuan mengenai isbat nikah bagi perkawinan yang tidak dapat
dibuktikan dengan akta nikah. Namun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai sebab
diajukannya isbat nikah ke Pengadilan Agama tidak mencantumkan kasus di atas sebagai
salah satu alasan. Terlebih lagi belum ada penjelasan resmi pemerintah mengenai tata cara
isbat nikah ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan dalam
pengumpulan data ada 3 tahapan yang dilakukan yaitu populasi dan sample, wawancara, dan
dokumentasi. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, dan pendekatan yang digunakan
adalah normative syar’i dan normative yuridis. Pengolahan data menggunakan metode
induktif dan metode deduktif.

Di wilayah Kecamaan Saptosari masih terdapat perkawinan tidak tercatat yang terjadi
ketika Saptosari masih berada di bawah kecamatan Paliyan yaitu sekitar tahun 1975-1982.
Perkawinan yang tidak tercatat disebabkan oleh kelalaian (kesalahan dan kesengajaan)
oknum pegawai pencatat nikah dan masih kuragnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat
Saptosari akan hukum, baik hukum Islam maupun positif. Solusi yang ditawarkan oleh KUA
dan PA Saptosari untuk memperoleh akta nikah hanya dengan meminta isbat nika di
Pengadilan Agama. Pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalak

Dalam UU no. 1 tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan untuk membentuk kelvargs {rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dengan asas ini berarti setiap

~perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama. Karena itu UU

inl juga menyatakan bzhwa syarat sah sebuah perkawinan adalah apabila
dilakukan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing calon pasangan
nikah? Misalnya_l, bagi scorang muslim tidak ada kemungkinan untuk kawin
dengan melanggar ajaran agam'anya sendiri.

Bagi umat Islam di Indonesia, untuk menentukan hukum Islam yang mana
yang bisa digunakan untuk menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan, adalah
dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang keluar berdasarkan Instruksi
Presiden no. 1 tahun 1991. KHI im dikeluarkan berdasarkan pertimbangan
keabstrakan dan kompleksitas Hukum Islam yang hidup di masyarakat, sehingga

periu diwujudkan suatu rumusan Hukum Islam yang sistematis dan kongkrit untuk

1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 1.

¥ Ibid., pasal 2 ayat (1).
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seluruh umat Islam di Indonesia. KHI ini diharapkan menjadi pegangan bagi
seluruh pihak dalam menyelesaikan masalah-masalah seputar perkawinan.™

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan
pribadi seseorang. Untuk lingkup yang lebih besar, perkawinan merupakan proscs
awal dari pembentukan sebuah masyarakat. Bentuk dan warna masyarakat
tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh warna keluarga yang dihasilkan
melalui proses perkawinan. Karena itu, setiap perkawinan perlu diatur dan
ditertibkan sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan
bahagia. Salah safu cara penertiban perkawinan ini adalah dengan pencatatan
perkawinan oleh pejabat yang berwenang,

Pencatatan perkawinan ini tidak hanya diatur oleh UU no. 1 tahun 1974,
tetapi juga oleh UU no. 22 tahun 1946 jo. UU no. 32 tahun 1954 (penjelasan pasal
1). Bahkan dalam KHI disebutkan bahwa sebuah perkawinan, yang tidak
dilakukan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan,
tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam UU no. 1 tahun 1974, pencatatan perkawinan diatur pada pasal 2
ayat (2), vang menyatakan bﬁhwa fiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memahami pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2), para pakar hukum berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang
menganggap bahwa ayat (1) dan ayat (2) pasal 2 tadi merupakan satu kesatuan,

sehingga pencatatan perkawinan secara otomatis menjadi syarat sah perkawinan,

* Keputusan Menteri Agama no. 154 tahun 1991 tentang Pélaksanaan Inpres no. 1 tahun
1991 tentang Penyebarluasan KHI, bagian Putusan dictum 2.

“UU no. 1 tahun 1974 bagian Penjelasan Unium dan KHI pasal 5-6.
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Sebagian ahli hukum yang lain menyebutkan bahwa kedua ayat tersebut adalah
terpisah, sehingga pencatatan tidak sampai mempengaruhi sah tidaknya sebuah
perkawinan. Apalagi dalam penjelasan UU no. 1 tahun 1974 diterangkan bahwa
pencatatan ini hanyalah syarat administratif saja.”

Permasalahan kecil namun berakibat besar ini cukup lama menjadi dilema
di kalangan praktisi hukum.® Hingga kemudian KHI menegaskan bahwa
pencatatan perkawinan menentukan apakah suatu perkawinan memiliki kekuatan
hukum atau tidak. Dalam KHI tersebut disebutkan bahwa sebuah perkawinan baru
memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi prosedur pencatatan
perkawinan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.”

Antara waktu turunnya UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
dikeluarkannya Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991 tentang sosialisasi KHI,
terdapat interval waktu yang cukup lama, kurang lebih 16 tahun. Tentunya, dalam
selisih waktu ini, telah terjadi cukup banyak perkawinan yang “tidak dicatatkan™,
atau dengan tidak melalui prosedur pencatatan yang semestinya. Diantara kasus
perkawinan seperti imi adalah perkawinan yang telah dilakukan di bawah

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun oleh petugas

® M. Idds Ramulyo, Tinjanan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Takun 1974 Dari Segi Hukunt
Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind. Hillco, 1985) hlm. 92.

9 Y. Hamid Zuhri, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan UUJ Perkawinan di Indonesia,
{Yogyakarta: Bina Cipta, 1978) him. 31.

" Lihat KHI pasal 6 ayat {2). Pencatatan perkawinan ini sebenarmya merupakan suatu
proses ysng diawali dengan pemberitahuan kehendak nikah oleh setiap orang yang akan
melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
sampai dengan penandatanganan akta peerkawinan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan
penandatanganan imi, sebuah perkawinan secara resmi telah tercatat. (Lih. pasal 3-11 PP no.9
tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974.



tersebut tidak dimasukkan ke dalam buku register nikah di KUA. Akibatnya,
pasangan nikah tersebut tidak memiliki nomor register nikah dan juga tentunya
Akta Nikah yang merupakan bukti otentik sebuah perkawinan.®

Kasus di atas tentunya memunculkan pertanyaan, karena berdasarkan
ketentuan UU no. [ tahun 1974 pasal 1| dan Peraturan Menteri Agama no. 3
tahun 1975 pasal 35, bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, dilakukan
~ penandatanganan Akta Nikah oleh PPN, suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi.
Yang menjadi pertanyaan antara lain adalah kemana larinya Akta Nikah yang
seharusnya sudah ditandatangani tersebut. Jika menurut peraturan terakhir di atas,
bahwa dengan penandatanganan Akta Nikah berarti perkawinan telah tercatat
secara resmi” lalu bagaimanakah status (sah-tidaknya) perkawinan tadi menurut
UU no. 1 tahun 1974 dan KH], serta tentunya juga menurut Hukum Islam sendiri.

Ketika penyusun melakukan penelitian pendahuluan mengenai masalah ini
di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul, telah menemukan cukup
banyak pasangan suami istri yang memiliki permasalahan seperti disebutkan di
atas. Mereka rata-rata tidak memiliki Akta Nikah (duplikat) sebagai bukti atas
pernikahan mereka. Padahal menurut keterangan mereka dan juga Kaur Kesra
“setempat, perkawinannya telah dilakukan di bawah pengawasan PPN. Tentunya,
jika prosedur perkawinan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, mereka seharusnya telah memegang Akta Nikah (duplikat). Namun

sampai memiliki 2 hingga 3 orang anak, mereka tidak memiliki Akta Nikah

*} Lihat ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa sebuah perkawinan hanya
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleli pejabat yang berwenang,

VPP no. 9 tahun 1975 pasa! 11.



tersebut. . Bahkan terdapat satu kasus, dimana sepasang suami-istti melakukan
akad nikah lagi untuk kedua kalinya dihadapan PPN, dan akibatnya 2 orang anak
yang telah mereka hasilkan dengan akad nikah pertama berubah status menjadi
anak tidak sah, karena dianggap lahir di luar nikah.'?

Keadaan-keadaan tersebut di atas tentu menimbulkan akibat yuridis yang
tidak meunguntungkan mereka. Misalnya seperti yang disebutkan dalam pasal 43
UU no. 1 tahun 1974, bahwa anak yang tidak sah hanya memiliki hubungan
perdata dengan ibu dapn keluarga ibunya saja. Selain itu, nampaknya warga
masyarakat yang memiliki masalah ini kebingungan dalam menghadapi dan
menyelesaikan masalahnya.

UU no. 1 tahun 1974 tidak membenkan alternatif pemecahan bagi masalah
ini, demikian juga dengan PP no. 9 tahun 1975. Pasal-pasal mengenai pencatatan
perkawinan dalam UU Perkawinan tidak memberikan jalan keluar yang pasti dan
jelas. Didalam KHI, terdapat ketentuan mengenai isbat nikah'” bagi perkawinan
vang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.'? Namun hal-hal yang dapat
dijadikan sebagai sebab diajukannya ishat nikah ke Pengadilan Agama tidak
mencantumkan kasus di atas sebagai salah satu alasan. Terlebth lagi belum ada

penjelasan resmi dari pemerintah mengenai tata cara Isbat Nikah ini."™”

19 Lihat ketentuan pasal 42 UU no. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

' Isbat Nikah berarti penetapan nikah, yang maksudnya adalah pembukrian secara yuridis
balhwa sebuah pernikahan benar-benar telah terjadi.

'Y KHI pasal 7 ayat (2).

" R. Badri, Hukum Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Amin, 1983), him. 21,



Pencatatan perkawinan menjadi suatu prosedur yang harus diperhatikan,
jika mengingat pengaruhnya dalam menentukan status hukum sebuah perkawinan,
dan juga konsekuensi yuridisnya terhadap status anak, hak kewalian, hak
kewarisan dan peristiwa-peristiwa hukum lainnya. Karena itu penyusun tertarik
untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi, yang tentunya dengan

membatasi lingkup penelitian pada praktek perkawinan di Kecamatan Saptosari

Kabupaten Gunung Kidul.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, kiranya dapat ditegaskan bahwa
pokok-pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan
Saptosari Gunung Kidul, dan bagaimana juga solusi yang dilakukan oleh PPN
dan PA setempat. -

2. Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak tercatat tersebut, baik menurut

Hukum Islam maupun menurut Hukum Positif.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pernikahan tidak tercatat yang
terjadi di Kecamatan Saptosari Gunung Kidul dan bagaimana sikap pelakunya

terhadap permasalahan yang dihadapi.



2. Untuk menjelaskan kedudukan “mencatatkan perkawinan” terhadap sah-

tidaknya perkawinan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Hukum

Positif.

Ll

. Untuk mengetahui solusi alternatif apa yang diberikan oleh PPN dan PA
Kabupaten Gunung K:dul terhadap praktek perkawinan yang tidak tercatat ini.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

-_—

. Dengan melihat prakiek di japangan, akan memberikan bahan :

a. Informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
di Kecamatan Saptosaii Kabupaten Gunung Kidul.

b. Untuk melihat sejauh mana kesadaran hukum masyarakat setempat.

c. Untuk penelitian hukum lebih lanjut.

2. Dengan mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan terhadap status
perkawinan, maka sah-tidaknya sebuah perkawinan dapat ditentukan dengan
jelas, demikian juga hubungannya dengan status anak, hak kewalian dan
kewarisan.

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil

kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Sejak pertama diusulkan pada tahun 1973, UU no. 1 tahun 1974 telah
menimbulkan banyak hal menarik. Dari materi-materinya yang kontroversial,
sampai menumpuknya umat Islam di luar dan dalam gedung DPR-RI ketika

Rencana UU ini tengah dibahas. Namun akhirnya UU ini diterima oleh DPR pada



bulan Desember 1973 dan kemudian disahkan oleh Presiden pada Januari
1974 Dengan lolosnya UU Perkawinan ini, tuyjuan Pemerintah untuk
mengadakan retormasi hukum perkawinan tercapai. Beragamnya hukum
perkawinan yang hidup di masyarakat, yang diantaranya adalah “kesimpang-
siuran” hukum Islam dalam masalah gender dan perceraian,'* dan juga peraturan
pelaksananya yang masith belum efektif, menjadi salah satu alasan Pemerintah
untuk tetap meloloskan UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan itu.

Agar UU 1ini dapat dilaksanakan dengan efektif, maka kemudian
dikeluarkan peraturan pelaksananya melalui Peraturan Pemerintah no. 9 tahun
1975. Peraturan Pemerintzh ini memuat hal-hal yang disebutkan dalam UU no. 1
tahun 1974, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan
pelaksanaan UU Perkawinan. Khusus untuk umat Islam, pelaksanaan UU no. 1
tahun 1974 dan PP-nya dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Agama no. 3
tahun 1975, tentang Pencatatan Perkawinan dan Tata Kerja PA, dan ditambah lagi
KHI. Mengenai KHI ini, yang telah dianggap sebagai /fma’ oleh sebagian besar
ulama Indonesia, lebih merupakan penegasan ulang terhadap hal-hal yang telah
diatur dalam UU no. 1 tahun 1974.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU no. 1 tahun
1974 adalah dalam hal pencatatan perkawinan. Pencatatan ini memang telah

secara jelas disebutkan dalam UU Perkawinan, PP no. 9 tahun 1975, maupun

Y Marck Cammack, “Hukum Islam Dalam Politik Hukum Orde Baru” dalam
Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Editor Sudirman Tebba (Bandung:
Mizan, 1993), him. 27. ~

¥} Hal ini terlihat dalam ketentuan misalnya otoritas -suami dalam menjatuhkan ¢ alag
poligami lar dan tidak pastinya rujukan mazhab yang dipakai.



Peraturan Menteri Agama (Permenag) no. 3 tahun 1975. Namun penyebutannya

itu hanya sebagai syarat administratif saja, tidak sampai pada penentuzn sah-

tidaknya perkawinan. Mohd. Idris Ramulyo menyebutkan, bahwa dalam
memahami hubungan antara ayat 1 dan 2 pasal 2 UU no. 1 tahun 1975, terdapat
dua tafsiran :

I.Satu tafsiran mengatakan bahwa pencatatan tersebut hanyalah syarat
administratif yang tidak lpempengaruhi status perkawinan. Atau tegasnya,
bahwa pencatatan perkawinan tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya sebuah
perkawinan.

2.Dan pendapat kedua menafsirkan bahwa kedua ayat tersebut merupakan satu
kesatuan yang saling mempengaruhi'® Pendapat kedua diatas kemudian
dikuatkan oleh ketentuan KHI yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak
dilakukan dibawah pengawasan PPN dianggap tidak memiliki kekuatan
hukum.'”

Perbedaan tafsir UU ini tentunya berimbas pada semakin tidak pastinya
ketentuan bukum, yang kemudian membuat kasus-kasus perkawinan yang tidak
tercatat semakin tidak jelas dan terkatung-katung nasibnya. Dengan kata lain
dapat dikatakan bahwa belum ada kata putus untuk menyelesaikan permasalahan
ini.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang penyusun telusuri, mésalah

pencatatan perkawinan ini sudah ada yang mengangkat, yaitu sebagai berikut :

'\ Mohd. Idris Ramulyo, Tinjauan., him. 92.

') KHI pasal 6 ayat (2).
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1. Skripsi Fathoelhadi yang berjudul Pelaksanaan Pasal 2 wyai (2) tentang

b2

Pencatatan Nikah di Kecamatan Sewon Bantul Yogyakaita, yang membahas
bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kecamatan Sewon Bantul,

dan apa saja yang menjad: faktor penduiiung dan penghambatnya.

Skripsi Muhammad Ridlo yang berjudul Evaluasi Pelaksanaun UU Nomor 1
Tahun 1974 di Kabupaten Ngawi Pokok bahasan dalam skripsiini adalah
bagaimana pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 di Kabupaten Ngawi, Namun
dalam pembahasannya, skripsiini terfokus pada pelaksanaan rukun dan syarat

nikah dalam UU no. 1 tahun 1974 di daerah Kabupeten Ngawi.

3. Skripsi saudara Suwandi yang berjudul Status Hukum dan Dampak Pernikahan

yang tidak Tercatat (Studi Kasus pada Wilayah Kerja KUA Kecamatan
Nglipar Kabupaten Gunung Kidul). Pembahasan dalam skripsi ini adalah pada
status hukum- perkawinan yang tidak tercatat, dan bagaimana dampaknya

terhadap status anak.

Terdapat kedekatan pokok masalah antara skripsi Suwandi dengan yang

penyusun angkat. Namun jika dicermati, permasaiahan pada skripsi tersebut

sebenarnya merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di

lokasi penelitian. Berbeda dengan permasalahan yang penyusun angkat, yang

mencakup pembahasan secara substansial, baik mengenai kedudukan pencatatan

perkawinan, dampak yuridisnya, serta bagaimana solusi alternatif vang

ditawarkan perangkat hukum setempat (PPN dan PA) terhadap perkawinan tidak

tercatat yang bermasalah. Selain itu tentunya juga penyusun secara khusus



. mengangkat pembahasan tentang bagaimana prakteknya di Kecamatan Saptosari
Gunung Kidul.

Dan setelah melakukan penelahaan lebih lanjut dan sejauh yang penyusun
ketahui, penyusun belum menemukan adanya karya ‘lmiah yang membahas

permasalahan yang penyusun angkat.

E. Kerangka .:I‘eoritik

Interaksi antara satu individu dengan individu vang lain, apaiagi jika dalam
skala yang besar seperti bangsa dan negara, meniscayakan adanya “hukum” yang
bersifat mengikat secara paksa dan _mempunyai sanksi-sanksi khusus. Secara
sosiologis, hukum ini merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat
sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengatur (fo0 rule) orang banyak bukanlah perkara mudah. Rekayasa
sosial, yang merupakan fungsi hukum (a fool of social engineering), dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan banyak aspek. Agar dapat ditaati dan
dipatuhi orang, suatu produk hukum harus merupakan konsensus bersama antara
rakyat. dengan negara. Kontrak sosial atas suatu produk hukum, tidak bisa tidak,
harus memperhatikan dan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dan .k;eppntingan
rakyat. Dengan itu produk hukum tersebut akan dapat memenuhi 1353 keadilan.
Pada tahapan berikutnya, negara sebagai pemegang kekuasaan unt\gﬁmengatur

rakyat, mempunyai otoritas untuk menerapkan dan melaksanakan hukum tadi.'®

'™ C.S.T. Kansii, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukwm Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka . 1989), hlm. 59-63.



UU Perkawinan, yang kita miliki sekarang, juga harus memenubhi kriteria-
kriteria ;h' atas. UU no. 1 tahun 1974 merupakan usaha bangsa indonesia untuk
memiliki suatu unifikasi hukum dalam bidang perkawinan. Beragamnya peraturan
perkawinan f{entuny:. kurang memberikan kepastian hukum, vang berarti rasa
keadilan tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Secara substansial, materi-materi
oleh UU Perkawinan telah dianggap representatif terhadap nilai-niiai dan praktek
yang ada di masyarakat. Lebih khusus lagi, UU tersebut sangat banyak
mengakomodasi ketentuﬁn perkawinan menurut Hukum Islam. Ini tentu
merupakan keuntungan tersendini bagi umat Islamn, karena dengan unifikasi
hukum: perkawinan i, perbedaan-perbedaan mazhabiyah yang hidup di
masyarakat dapat direduksi dan kemudian ditawarkan suatu formula unitikasi
hukum yang unik.™

Sikap bangsa Indonesia, termasuk umat Islam, terhadap UU ini, adalah
seharusnya tunduk dan patuh, sesuai dengan perintah Allah untuk taat kepada
pemimpin (ulil amri), setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya.* Substansi UU
Perkawinan yang sangat apresiatif terhadap ajaran-ajaran agama dan kepercayaan,
merupakan salah satu alasan bagi masyarakat untuk mematuhi UU ini.

Pencatatan perkawinan termasuk hal baru dalam tata hukum Islam, sebuah
ijtthad baru. Ada 2 tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan pencatatan ini,
yaitu pertama, agar sebuah perkawinan dapat diawasi oleh petugas yang

berwenang guna memeriksa apakah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau

') Marc Cammark, Hukum Islam., hlm. 36.

) An-Nisa’ (4) : 59.
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belum.* Yang kedua adalah agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum
dengan Akta Nikah sebagai bukti otentiknya.? Namun tujuan yang hendak
dicapai dengan pencatatan ini telah diantisipasi oleh hukum perkawinan Islam,
vaite dengan disyarfalkannya saksi mkah dan walimah. Dua hal ini bertujuan
agar sebuah perkawinan diketehui oleh ora-ng banyak (i*/an nikah). Dengan i'/an
ini, maka dapat dibenarkan sebuah peristiwa hukum yang menjadi konsekuensi
logis yuridis dan sebuah perkawinan, dan sekaligus mencegah peristiwa-peristiwa
hukom lain yang bertentangan dengan akad yang telah terjadi. Misalnva, status
nikah dar hubungan kewarisan dapati ditetapkan dengan pasti karena adanya bukti
berupa saksi nikah. Bahkan menurnt Mazhab Maliki, ketentuan mengenai saksi
nikah ini tidaklah wajib, dan yang wajib adalah menyebarkan (7‘/an) kepada orang
banyak bahwa sebuah pernikahan telah benar-benar terjadi. /'/an nikal ini,
menurut Mazhab Maliki, lebih menjamin terwujudnya tujuan yang hendak dicapai
oleh ketentuan saksi nikah.™

Dalam hal pencatatan nikah, negara (pemerintah) melihat kepentingan
yang lebih besar, yaitu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pencatatan ini sangat berkaitan dengan data kependudukan, seperti perkawinan itu
sendiri, perceraian, kemudian berhubungan juga dengan status amak, hak

kewarisan dan seterusnya. Dengan pendataan kependudukan yang terselenggara

M) Pasal 6-8 PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hulcam Islam.

2 KHI Pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1).

) Achmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan (Jakarta: Rajawali, 1995); him. 48.



dengan baik dan tertib, pembangunan yang bertujuan untuk memakmurkan dan

mensejahterakan rakyat, akan lebih terprogram dan terencana dengan baik.

Oleh karena itu, umat Islam harus mentaati peraturan ini, disamping karena
pemerintah merupakan wlil amri, juga karena pencatatan perkawinan ini didasari

oleh asas mas/ahah, sesuai dengan kaidah Usu/:

V@E))ymugwu\tuégéfr@:mﬂﬁ J@mrul il

29 st | il C_,rgu
26) ‘\Dr.\..d.l.\: b w)\, r\.aﬁ\ 2 s

Selain itu, dengan pencatatan ini, maka hal-hal yang merugikan dan
bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai agama, seperti status anak yang tidak
jelas karena status nikah yang juga tidak pasti, praktek kumpul kebo, nikah gelap,
sengketa ahli waris dan lain-lain, dapat diminimalkan, atau mungkin dihilangkan.

Sesuai dengan kaidah Usuf

2« Abd al-Wahhab Khailaf, ‘fin Usul al-Figh, (t.t.p.: Dar al-Qalam, t.t.), him. 197.
2) Ahmad Hasan Al-Khatib, AL-Figh al-Mugarsp, (Mesir: Dar at-Ta‘n { 1987), him. 9.

) As-Suyuti, Al-Asybah wa an-Nazair B Qawatid wa Furd Figh asy-Syafiiyyah, edisi
Mubammad al-Mu'iasim bi Allah al-Bagdadi (Beirut: Dar ai-Kitab al-'Arabi, 1987), hlni. 233.
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Persoalan-persoalan yang kemudian muncul, seperti yang diangkat oleh
penyusun dalam skripsi 1ni, merupakan persoalan-persoalan teknis vuridis, dimana
adanya ketentuan hukum yang kurang tegas dalam memposisikan pencatatan
perkawinan, apakah pencatatan tersebut syarat sah atau tidak. Namun dengan
Keluarnya KHI, vang menjadi rujukan utama para praktisi hukum Islam,
ketidaktegasan tadi dapat terjawab. Meskipun demikian, perkawinan-perkawinan
tidak tercatat yang terjadi sebelum keluamnya KHI harus disikapi dengan baik dan
hati-hati, sehingga tidak melanggar rasa keadilan rakyat. Ketentuan mengenai
ishbal nikah dalam KHI, harus ditafsirkan dengan baik, sehingga permasalahan-
permasalahan seperti yang diangkat penyusun dalam skripsi ini dapat diberikan
jalan keluar. Tafsir peraturan perundang-undangan ini tidak boleh mengabaikan
kondisi riil masyarakat dan juga sekaligus kaidah-kaidah hukum Islam.

Dengan metode berpikir (istinbaf) yang sederhana ini, diharapkan

persoalan-persoalan yang diajukan dapat terjawab dengan baik.

¥. Metode Penelitian

Secara definitif, metode penelitian yang penyusun terapkan dapat

diilustrasikan dalam uraian seperti berikut :

i Ahmad Jandat, dkk., Majallat al-Albkam al-'Adliyyal, maddsh 58, cet. 5 (ttp.: 1.p.,
1968), hlm. 18. Lihat juga Said Aqil Husin al-Munawwar, "Al-Qawa'id al-Fighiyyah dalam
Perspektif Hukum Islam”, dalam ARJami'ah (Journal of Islamic Studies), no. 62/311/1998, him.
124,



|. Jenis Penelitian

Pada dasamya penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian
lapangan (field research). Dengan field research diharapkan dapat diperoleh
gambaran yang jelas dan terperinci tentang permasalahan'yang diangkat.
Kemudian data-data yang dihasilkan disesuaikan dengan data-data vang
diperoleh: dari telaah pustaka (/ibrary research).

2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, ada 3 tahap yang dilakukan penyusun :

a. Populasi daa Sampel

Populast dalam penelitian ini adalah semua pasangan nikah di
Kecamatan Saptosari Gunung Kidul yang perkawinannyva tidak tercatat di
buku register nikah KUA. Karena wilayah Kecamatan Saptosari cukup luas,
maka penyusun membatasi dengan sampel yang mencakup 2 desa, yaitu
Desa Kepék dan Desa Jetis. Teknik sampling yang digunakan adalah
purpossive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan dan
maksud penelitian. Penyusun akan menentukan siapa saja, yang berdasarkan
pertimbangan, sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Penentuan atas dua desa ini didasarkan atas pertimbangan bahwa
kasus yang sedang diteliti cukup banyak terjadi dan letak dua desa te;sebut
adalah yang terdekat dengan ibukota Kecamatan. Dari 2 desa tersebut,
penyusun membatasi pada pasangan-pasangan nikah yang perkawinannya
tidak tercatat. Menurut Kepala KUA Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin,

perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Saptosari berjumlah
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tidak kurang dari 5% dari 7.829 pasangan mikah yang ada di Kecamatan
Saptosari, dengan kecenderungan penyebabnya adalah kelalaian Pegawai
Pencatat Nikah.? Untuk itu, penyusun membatasi jumlah pasangan nikah
yang dijadikan sample pada penelitian in1 begumlah 10 pasangan nikah,
yang diambil dari 2 dusun, yaitu dusun Kepeic di Desa X epek dan dusun
Jetis di Desa Jetis.
b. Wawancara
Karena jenis penelitian ini adaiah field research, maka penyusun
iangsung terjun ke lapangan untuk mencan data-data konkrt mengenai
praktek perkawinan yang tidak fercatat. Dengan ini penyusun
mewawancarai pihai-pihak yang berhubungan dengan penelitian, seperti
Kepala KUA kecamatan Saptosari dan Paliyan, Kepala PA Gunung Kidul,
Kepala Desa Kepek dan Ngloro, para pasangan nikah yang bersangkutan,
dan pihak-pihak lain yang penyusun anggap dapat memberikan informasi
yang dibutuhkan.
c. Dokumentasi
Setelah data-data konkrit diperoleh dari wawancara di atas,
dilakukan cross check dengan data-data yang terdapat pada dokumen resmi
seperti, arsip-arsip pernikahan desa, buku register KUA, dan dokumen-

dokumen lain yang dapat diambil sebagai data.

) Wawancara dengan Kepala KUA Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin, tanggal 30
September 2000 di Kantor KUA Saptosari.



Para informan dan dokumen-dokumen yang tersedia menjadi

sumber dafa dalam penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Sifat venelitian ini adalah deskriptik analitik, yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala atau penomena
vang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, yang kemudian geiala tersebut
dianalisa.

Dalam skripsi ini, penyusun akan menggambarkan bagaimana bentuk

~ pernikahan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Saptosari Gunung Kidul,
dan bagaimana sikap pelakunya terhadap permasalahan yang dihadapi.
Kemudian juga penyusun menggambarkan bagaimana jalan keluar yang
ditawarkan oleh perangkat hukum disana untuk menyelesaikan permasaiahan
tadi.

Untuk- menjawab pokok masalah kedua, penyusun melakukan analisis,
baik dari sudut pandang Hukum Islam maupun Hukum Positif.

4. Pendekatan

a. Normatif Syar’i

Dalam menganalisa permasalahan yang ditetapkan, penyusun
merujuk pada al-Qur'an, al-Hadis dan Ijma‘. Selain itu, penyusun juga
merujuk pada penjelasan-penjelasan yang telah ada di buku-buku figih.

b. Normatif Yuridis
Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap permasalahan

yang diangkat, penyusun merujuk pada peraturan perundang-undangan yang
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berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 1/1974, UU No. 22/1946, UU No.
7/1989, PP No. 9/1975, KHI, dan perathran—peraturan lain yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

5. Pengolahan data

a. Induktif

Pengolahan data secara induktif penyusun gunakan untuk
menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.
Data-data yang ada dianalisa sedemikian rupa sehingga mendapatkan

sebuah kesimpulan yang umuimn.

b. Deduktif

Dengan metode deduktif penyusun menganalisa ketentuan-
ketentuan umum yang ada dalam nas syara’ dan peraturan perundang-
undangan, vang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah

atan menjadi solusi dari pokok masalah yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam
pembahasan, agar kronologis dan sistematis, maka penyusun membuat sistematika
pembahasan seperti berikut :

Bab Pertama. Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teorntik,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.



Bab Kedua. Pada bab ini diuraikan secara umum landasan teori yang
berhubunéan dengan ketentuan Hukum lslam mengenai perkawinan, seperti
pengertian dan tujuan perkawinan, dasar hukumnya, rukun dan syarat perkawinan.
Selain itu disebutkan juga ketentuan perudang-undangan mengenai pencatatan
perk.awinan, baik dalam UU no. 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI.

Bab Ketiga. Selain berisi data-data yang diperoleh dari survei di lapangan.
Selain memberikan gambaran umum tentang wilayah Kecamatan Saptosari, bab
ini juga memuat hal-hal seputar praktek perkawinan yang tidak tercatat yang
terjadi di wilayah ini, misalnya bentuk, sebab, akibat dar tidak tercatatnya
nerkawinan tersebui, dan sikap warga masyarakat terhadap permasalahan tersebut.

Bab Keempat. Bab ini adalah pembahasan pokok masalah yang diéngkat.
Disini analisa permasalahan dilakukan menurut tinjauan hukum Isiam dan Hukum
Positif.

Bab Kelima. Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-
saran. Kesimpulan yang diambil akan didasarkan pada pokok masalah yang telah
ditentukan. Sedangkan saran-sarannya disesuaikan dengan kesimpulan yang

diperoleh.



BAB H

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pezgertian dan Tujuan Perkawinan

Kata “perkawinan” memuliki arti yang sama dengan nikzd dac jawaz
yang berasal dari bahasa Arab. Kata zika8 menurut bahasa memiliki 2 arti, yaitu
arti af-wat'v dan a/- ‘aqdv. Ulama berbedz pendapat mengenal manakah di antara.
keduanya yang termasuk arfi hakikat dan arti majazi dari kata a/kah Sebagian
ulama berpendapat bahwa arti hakikatnya adalah af-waf’v (yang berarh
bersetubuh, menghimpit, menindih, dan berkumpul), dan arti majazinya adalah af-
‘aqdv (yang berarti mengadakan perjanjian nikah). Sedangkan ulama yang lain
memilib 2/-‘agdy sebagai arti hakikatnya, dan af-wat ‘v sebagai arti majazinya. !
Imam Abu Hanifsh mengartikan nikah dengan af-waf ‘v, sedangkan Imam Syafi’i
mengartikannya dengan a/-‘agadw® Perbedasn ini memang nampak sederhana,
namun mempunyai implikasi yang besar, seperti terhadap tujuan nikah, hak
kewarisan, status anak, dan lain-lain® Namun dari banyak definisi nikah yang
dipakai, pendapat Imam Syafi’i lah yang banyak dipakai, yaitu yang mengartikan

nikah dengan perjanjian untuk mengadakan nikah.

" Taqiy ad-Din Abi Bakr iba Muhammad al- Husayniy, Kiffyab al Akiyar £ Hilli Gayah
al-Iiditisar (Pekalongen: Dar al-Thya' al-Kutub al- Arabiyah, t.t.), I : 36-37.

D Kamal Mukhtar, 4sas-dsas Hdum klam tentang Perkawinan, cet. 2 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), him. 1.

3 Bid, him. 3.



Menurut istilah, kata nikah atau perkawinan diartikan dengan cukup
variafif oleh para ulama. Namun definisi-definisi yang diberikan oleh para fuqaha
tersebut, menurut Abu Zahrah, hanya menyebutkan bahwa nikah adalah hanya
sebagai sebuah mekanisme yang berfujuan untuk meghalalkan hubungan seks
antara 'seorang laki-laki dengan seorang perempuan.® Pengertian ini, menurut Abu
Zahrah telah mengenyampingkan tujuan nikah yang lain yangjuga tidak kalah
penfing dan mulia, yaitu untuk menghadirkan ketenangan .dan kasih sayang,
meneruskan keturunan dan sekaligus eksistensi spesies manusia” Karena i, Abu
Zahrah kemudian menawarkan sebuah definisi yang lebih representatif terhadap

nilai-nilai luhur dari pernilahan, yaitu :

3055 oo e b 0y Lgiplal 5 8y oo il Byl o i a2e
7Sy

Definisi lain yang senada dengan yang diberikan oleh Abu Zahrah adalah
seperti berikut :
1. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan berarti :

"Suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersema secara sah antara
scorang lak-laki dan scoranp perempuan membentuk keluarga vang kekal, santun-
menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia™.”

9 Muhammad Abt Zahrsh, Al-Ahwal asy-Sysklisyyah, cet2 (tt.p.: Dar al-Fikr al-
‘ Arably, 1957), him. 18.

) bid.,
® bid., him. 19.
) Sajuti Thelib, “Kulish Hukum Islam IT pada Fakultas Hukumn UL tatun 1977/1978", diedit

dalam Mohd. Idris Ramulyo, Edawm Perkawinan Elam Suafu Anglisis dari Undang-Urdang
Nomor ! Tatan 1974 dan Kompidasi Hdaon Elam, cet. 1 (Jakerta: Burni Aksare, 1996), hlm. 1-2.
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2. Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 diartikan dengan :

"Ikatan lahir batin antara scorang pria dengan seorang wanita sebagai suaom istri

dengan tujuamn membentuk keluarga (rumah tangpa) yang babapia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.®

3. Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang berarti akad
yang sangat kuat (misigan gafizan) untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah ”

Dari definisi-definisi yang ditawarkan di atas, ada beberapa hal yang bisa
dipahami dari sebuah perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan bukan sekedar sebuah bentuk penyaluran kebutuhan biologis
manusia saja (sex), namun lebih merupakan sebuah pengaturan dan penertiban
agar kebutuhan tersebut dapat tersalurkan dengan baik dan benar.

2. Untuk maksud di atas, maka perkawinan diselenggarakan melalui sebuah
progesi yang disebut dengan “akad”. Dengan akad ini, setiap perkawinan
menjadi sebuah perjanjian yarg memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat.
Perkawinan memiliki tujuan-tujuan yang besar dan mulia, untuk itu ia
dilembagakan sedemikian rupa dengan aturan-aturan hukum tertentu, yang
biasanya berasal dari agamﬁ. Di sini perkawinan menjadi suatu peristiwa yang
suci dan sakral.

Berbeda dengan agama-agama lainnya, Islam memandang perkawinan
sebagai sebuah keniscayaan dalam hidup seorang manusia, baik sebagai individu

maupun sebagai anggota sebuah masyarakat. Islam melihat bahwa perkawinan ini

®) Undang-Undang Nomor 1 talun 1974 tertang Perkawinen, pasal 1.

%) K ompilesi Hukum Islam, Buku I tertang Hukum Perkawinan, pasel 2.



memiliki tujuan-tujuan besar dan mulia dalam kehidupan manusia. Menurut

ajaran [slam, tujuan perkawinan tersebut antara lain adalah seperti berikut :

1. Sebagai sebuah mekanisme yang paling baik dan sehat dalam memenuhi

kebutuhan biologis (seks) manusia.

Di antara hasrat atau naluri yang dimiliki manusia, yang paling kuat
dorongan dan pengaruhnya adalah hasrat untuk melakukan hubungan seks
dengan lawan jenisnya.'” Jika hasrat ini tidak tersalurkan dengan wajar, akan
menimbulkan gangguan fisik, mental dan psikologis bagi orang yang
bersangkutan.'” Melalui perkawinan, hasrat ini akan dapat terpenuhi dengan
baik, dan bahkan akan menimbulkan dampak-dampzak positif bagai kehidupan
manusia, seperti terhindarnya seseorang dari perbuatan tercela (zina dan
pelecehan seksual) dan antara kedua suami 1stri dapat merasakan kasih sayang,

ketenangan, dan lain-lain. Allah swt. berfirman :
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2. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melanggengkan keturunan

10.

") As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-* Arabi, 1990), I :

D rpid. hlm. 10-11.
2 Ali ‘Imran (3) : 14.

13 Ar-Rim (30) : 21.



dan mgngembangkan spesies manusia.

Setiap orang tentu ingin untuk memiliki keturunan demi kesinambungan
dan kepentingan hidupnya. Melalui perkawinan, seseorang dapat memiliki
keturunan yang sah. Sah di sini berarti bohwa hubungan antara orang tua dan

anaknya dilindungi oleh hukum yang berlaku. Firman Allah swt. :
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3.Sebagai salah satu bentuk ibadah yang kondusif terhadap peningkatan
ketakwaan.

Perkawinan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw. digambarkan
seperti sebagian dari kesulﬁruhan ajaran Islam, yang barang siapa yang
melaksanakannya dianggap telah menyempurnakan sebagian dan ajaran
agama.’® Dengan perkawinan, sescorang akan mendapatkan ketenangan dan
merasakan kasih sayang, yang dua hal ini akan menghadirkan suasana yang
baik sekali bagi seseorang untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan terhadap
Allah swt. Seorang Sahabat Rasulullah saw., yang terkenal banyak

meriwayatkan hadis, Abdullah ibn Abbas ra. pemah berkata

%) Al-Msaidah (5) : 126.
1 An-Nisa’ (4): 1.

16} Ahmad Faiz, Dustir &l-Usrah fi Zilal al-Qur'an, cet. 9 (tt.p.: Myassasah ar-Risalah,
1994), him. 60.
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Ahmad Faiz memahami perkataan Ibn 'Abbas ra. tersebut dengan :

1%) J‘A}\t\ﬁ ‘ﬁjgﬁ\.«..&\(;:ﬁ_; @)3\: Y};@\«M«Xs?&.ﬂ
4, Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dan
masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Perkawinan adalah proses awal dari pembentukan sebuah masyarakat,
yang baik buruknya masyarakat tersebut akan sangat ditentukan oleh kondisi
keluarga yang membentuknya. Perkawinan dalam Islam diatur dengan
peraturan-peraturan yang ketat (namun fleksibel) dengan tujuan agar dapat
melahirkan sebuah keluarga yang baik, tertib dan teratur.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha dalam mencari rezeki yang halal dan
memperbesar rasa tanggung jawab.

Perkawinan dalam al-Qur’an disebut sebagai sebuah perjanjian yang
kuat (mi_séqan galizan), tidak banya untuk penyaluran kebutuhan biologis saja.
Namun untuk jangka panjang, sebuah perkawinan akan menghasitkan anak
keturunan. Karena itu orang tua akan terkondisikan untuk bekerja dengan baik
bagaimana mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan hidup anak-anaknya.

Fiman Allah swt, :

o D i 15 5 of SO 5 S5l e Ll 5 Koo W 15,

Nrbid

Wrbid
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Rasulullah saw. juga telah bersabda :

UL ¥l sy M B S o 3 ol s Bl o G

m o._}\u“ Jd)a Lg.xi\

B. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan keniscayaan, karena ia adalah fitrah. Sejak
manusia pertama, Nabi Adam as., Allah telah menggariskan sunnatullah kepada
beliau untuk menikah dengan Hawa. Dengan perkawinan Adam as. dan Hawa,
kemudian berkembang spesies manusia hingga menjadi banyak dan beragam
seperti sekarang. Setiap orang, di manapun dan siapapun dia, memiliki
kecenderungan alamiah (fitrah) untuk menikah. Hal ini telah ditegaskan oleh

Allah swi. sebagai ayat kauniyyah-Nya. Allah swt. berfirman :

1?‘);53;4@:{&*?; o) 1,50 \-*.bjp‘(g—j\o‘pg&\"-di‘@ou

) Al-Maidak (5) : 130.
™ An-Nisa’ (4) 1 9.
2 Abu ‘1sz2 Muhammad ibn ‘1sa ibn Surah, Al-Jami® as-Sahili wa huwa Sunan Al-

Tumizi, "Kilab an-Nikah", (Beirut: Dar al-Kutub al-‘llmiyyab, 1958). TIT : 397. Hadis ini
diriwayatkan oleh At-Turmuzi dari Abu Hurairah.
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Dalam ayat lainnya Allah swit. juga berfirman :

3) J:M\\J ;-L_,J\u.ai\)r...l\wu‘w u:_)

Dalam konsep ajaran Islam yang dibawa oleh Rasululiah Muhammad saw._,
tidak ada aturan yang membolehkan seorang muslim untuk membujang atau
kerahiban (mbatful). Rasulullah saw. dengan halus namun tegas menyindir
sekaligus mensgur orang-crang yang ingin mendekatkan diri dengan Allah swi.
namun dengan cara yang berbeda dari conteh yang diberikan oleh Rasutullah saw.

‘Beliau saw. bersabda :
;B\;pno\‘é-éjdr{mj&({uﬂgmb W, \5(‘.:5@;\1\?:\
24)2950*,.?\9@“09“9_)&9#\.*.3\@;\} Jé)‘-_,‘)-a‘_,

Sejalan dengan kandungan hadis tersebut di atas, Nabt saw. juga
menganjurkan seorang muslim untuk bersegera menikah meskipun masih berusia

muda. Beliau saw. bersabda :

) Ar-Rum (30) ; 21.
™ Ali “Imran (3) : 14.
20 Abu ‘Abditléh al-Bukhari, Sahih Abi ‘Abdillah al-Bukhari bj Syarh al-Kirmani(tt.p.:

Dar al-Tikr, tt.), IX : 54. Hadis nomor 4743 yang diriwayatkan dari $'id ibn Abi Maryam dari
Mubamimad ibn Fa'far dari Humaid ibn Abi Humaid at-Tawil dasi Anas ibn Malik.
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Akhimya dapat disimpulkan bahwa Islam begitu menganjurkan
perkawinan. Islam melihat keluarga yang diiasilkan melalui sebuah perkawinan
akan membentuk suatu umat, yang baik buruknya umat tersebut akan sangat

dipengaruhi oleh keadaan keluarga yang membentuknya. Anas ibn Malik dalam

sebuah hadis marfu’ mengatakan :
[ 3 h)
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C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Islam, perkawinan adalah sebuah peristiwa penfing, al-Qur’an
mengistilahkannya dengan “suatu perjanjian yang kuat®, misagan galizan. Untuk
itu perkawinan dijadikan sebagai sebuah lembaga yang diatur dengan ketentuan-
ketentuan hukum tertentu. Di antaranya adalah ketentuan mengenai rukun dan
syarat perkawinan. Rukun dan syarat merupakan dua hal berbeda namun sama-
sama menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum. Al-Khallaf membedakan
rukun dan syarat seperti berikut :

Rukun berarti :

) 1bid, hlm. 56-57. Hadis nomor 4745 yang urutan rawinya adalah 'Umar ibn Ilafs dari
Hafs dari al-A’masy dari Ibrahim dari Algamal dau ‘Abdullah dari "Usmau ibn "Affan.

) Mubammad ibn Isma'il al-KaHahi, Subuf as-Salam (Semarang: Thaha Putra, t1.), I
111, yang diriwayatkan oleh Ahmad dar Anas ibn Malik, dikuatkan juga oleh hadis-hadis lain
vang diriwayatkan oleh Abi Dawud, an-Nasa'l, dan disahihkan oleh lbn Hibban.
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Syarat adalah :

e e e
Secara umum, ada tiga syarat nikah yang dianggap penting oleh para
fugaha’ :
1. Kesanggupan untuk menikah.

Menikah bukan saja berarti saling “mengikatkan diri” sepert! pada
perikatan-perikatan biasa yang berhubungan dengan benda, namun juga berarti
sebagai sebuah perjanjian (vang kuat) untuk hidup bersama dalam sebuah
keluarga. Karena itu, setiap calon mempelai harus betul-betul siap dan sanggup
melaksanakan segala konsekuensi dari sebuah pernikahan. Sehubungan dengan
inilah, maka RasuHah saw. hanya menyuruh orang-orang yang mampu saja
untuk menikah. Yang biasanya menjadi ukuran kesanggupan seseorang adalah
kedewasaan setiap calon mempelai yang telah mencapai umur 25 sampﬁi 31
tahun.?® Namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan ini
diperlunak menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.®

Dengan pembatasan usia nikah ini diharapkan setiap caion mempeiai
benar-benar siap dan sanggup melaksanakan mikah, baik yang berhubungan

dengan kesanggupan jasmani, rohani, memberi nafkah, maupun untuk hidup

27 « Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Nl Usal al-Figh (1.1.p.: Dar al-*Tlm, 1.1.), hlm. 119.
) Kamal Mukhtar, Asas., him. 41.

) UU Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).
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bersama dan mengurus rumah tangga.*®
2. Tidak ada halangan syara” bagi kedua calon mempelai untuk menikah.

Syarat im berhubungan dengan ketentuan mengenai muharramai®®
Selain itu, seseorang tidak dapat melangsungkan pernikahan jika tidak
memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

3.Kafa’ah

Kafa’ah disini berarti “sama, serupa, serasi”. Maksudnya adalah
keserasian antara calon suami dan calon istr1, sehingga pihak-pihak yang
berkepentingan tidak berkeberatan terhadap kelangsungan perkawinan
tersebut.*?

Salah satu faktor yang menentukan kafz’afi adalah kebebasan untuk
memilih calon pasangan nikah dan kerelaan kedua belah pihak untuk
melangsungkan pernikahan.”’ Dengan kata lain, karena manusia adalah
makhiuk yang merdeka dan memiliki kebebasan untuk memilih, maka tidak
ada nikah yang dilangsungkan jika didasari oleh paksaan. Adanya paksaan ini

tidak hanya akan menodai kesucian dan kehormatan pernikaban, tapi juga

3 Kamal Mukhtar, 4sas., him. 39.

3 Muharramaf adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi, dan disebutkan dalam surat
An-Nisa® ayat 23 dan juga dalam oeberapa hadis Nabi saw. Lebih lanjut dapat dilihat di Kamal
Mukhiar, Asas-Asas.,, him. 44-69.

1) K amal Mukhtar, 4sas., him. 69.

3 Ibid , hlm. 72.



melanggar hak asasi manusia untuk bebas memilih
Adapun unsur-unsur (rukun) yang terdapat dalam pernikahan, disebutkan
dengan cara yang berbeda oleh para fugaha. Satu pendapat menyebutkan sebuah
rukun yang merupakan inti dari perkawinan, seperti pendapat yang menyatakan
bahwa rukun nikah hanyalah yab dan kabul (akad nikah). Ulama vang
berpendapat seperti ini mengatakan bahwa dengan ijab dan kabul maka otomatis
hai-hal lain sepetti calon mempelai, wali dan saksi nikah juga akan terpenuhi-
Pendapai lainnya menyebutkan rukun nikah dengan lebih lengkap, tidak hauya
pada akadnya saja.
Untuk lebih rincinya, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah
perkawinan adalah sebagai berikut :
1. Calon suami dan calon istr
Perkawinan merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan dalam ikatan suami istri yang resmi. Karena itu, adanya
kedua calon mempelai merupakan suatu conditio sine qua non, merupakan
suatu syarat mutlak* Agar tujuan dapat tercapai dengan baik, maka kedua
calon mempelai haruslah orang yang sehat jasmani, rohani dan dewasa.’®

Selain itu, kedua calon mempelai harus benar-benar sepakat untuk menikah,

¥ Untuk lebih jauhnya, perihal kaf7 sk ini dapat dilihat di Figh As-Surmah-nya As-Sayyid
Sabig, I ; 126-133, dan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah-nya Muhammad Abu Zahrah him. 156-168.

¥) Mohd. Idds Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undemg-Undang
Nomor | tahun 1974 dan Kompilasi Hulaon Islem, cet.1 (Jakaria: Bumi Aksara, 1996), him. 51.

3 Kedewasagn disini dipahami oleh penyusun sebagai suatu kemalangan emosional atau
kestabilan mental. Kondisi ini biasanya alami oleh orang yang lelah melalui usia pubertas, sekitar
19 tabun ke alas. Lazimnya, semakin bertambah umur seseorang, orang itu akan semakin dewasa.



33

rela dan berdasarkan kemauan sendiri, bukan atas paksaan orang lain*?
2. Wali Nikah

Yang dimaksud dengan wali nikah ini adalah orang yang dikuasakan
atasnya perihal pelaksanaan pernikahan. Biasanya wali nikah ini dimsbahkan
pada pihak calon istri. Keharusan menghadirkan wali nikah bagi calon istri ini
sebenammya bukan dengan maksud menunjukkan bahwa calon istri lemah atau
tidak mampu melangsungkan nikahnya sendiri, tapi lebih merupakan sebagali
indik'c-ltor bahwa pernikahan, selain penyatuan dua pribadi yang berlainan jenis,
tapi juga merupakan penyatuan dua keluarpa yang berbeda. Mengenai

keharusan wali nikal: ini, Rasulullah saw. telah bersabda :
J 5 o 5 o L0 ot 135 4y 03] g oS0l U
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3. Dua Orang Saksi
Seperti disebutkan dalam hadits diatas, selain wall, sebuah pernikahan
baru sah jika dilaksanakan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Para fugaha
sepakat bahwa kesaksian ini bertujuan agar pernikahan tersebut dapat diketahui
dan tersebar ke orang banyak.*” Bahkan dalam mazhab Maliki, kesaksian ini

tidak menjadi syarat sah, melainkan pemberitahuan (7*/an) nikah kepada orang

3 Mohd. Idds Ramulyo, Hukurt., him. 51, dan lihat juga KHI pasal 16.

) Thn al-‘Arabi al-Maliki, ‘Aridab al-Ahwazi bi Syarh Sabih ar-Turmitz, "Kitab an-
Nikah", Cet. 1 (Beirut: Dar Ihya” al-T wras al-Islanti, 1995}, V :12. Hadis nomor 1103, yang
dirtwayatkan oleh Tbn Abi 'Umar dari Sufyan ibn ‘Uyaynah dari Ibn Juraiz dari Sulaiman ibn
Musa dari az-Zuhr dari ‘Urwah dari *Aisyab ra.

) Muhammad Abu Zahrah, Af-Abwal, hlm. 58-59.
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lain (masyarakat umum)."” Walaupun berbeda, namun 2 pendapat di atas (yang
mensyaratkan saksi dan /‘/an) memiliki maksud yang sama, yaitu agar sebuah
perkawinan fersebar atau diketahui orang banyak. Dengan demikian hal-hal
yang bertentangan dengan sebuah pernikahan yang sah dapat djcegah.
Misalnya, apabila di kemudian hari ada orang yang mengaku sebagai suami
atau istri dari pasangan nikah tadi, maka pengakuan orang itu dapat ditolak jika
ia tidak memiliki bukti-bukti yang lebih kuat. Atau misalnya juga yang
berhubungan dengan status anak, di mana anak yang dilahirkan dalam suatu
pernikahan yang sah akan diakui kesahannya, karena pernikahan orang tuanya
disaksikan oleh orang banyak.
4. Ijab dan Qabul

Tjab dan Qabal merupakan prosesi akhir dari sebuah akad nikah. /b
diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita, yang
lazimnya diwakili oleh wali, unfuk mengikatkan diri secara formal dengan
seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Sedangkan Qabu/berarti suatu
pernyataan dari pihak mempelai laki-laki untuk menerima pernyataan
kehendak nikah dar pihak perempuan.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, masih ada lagi hal lain yang menjadi
kewajiban calon suami, yaitu memberikan mahar bagi calon istrinya. Mahar
merupakan konsekuensi yuridis dari sebuah perkawinan. Jika sebuah perkawinan
hendak dilangsungkan, maka calon suami harus memberikan sesuatu sebagai

maskawin kepada calon istrinya. Dalam sebuah hadis masyhur, Nabi Muhammad

9 Ibid., him 59-61.
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saw. sangat meneckankan perihal maskawin ini, sehingga walaupun dengan sebuah
cincin besi atau dengan mengajarkan cara baca Al-Qur’an sebagal maskawinnya,
calon suami hendaknya memberikan sesuatu sebagai maskawin kepada calon
istrinya. """ Pemberian ini dimaksudkan sebagai sebuah hadiah,” vang bertujuan
untuk lebih mendekatkan hati dan jiwa {taqrib al-qufib) kedua calon mempelai.™

Demikian uraian mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam hukum
Islam. Apabila rukun dan syarat tersebut terpenuhi, maka scbuah pemikahan
menjadi sah berdasarkan hukum. Dan jika ada satu saja dari unsur-unsur diatas
yang tidak terpenuhi, maka sebuah perkawinan menjadi tidak sah, atau batal.
Artinya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dianggap tidak

pernah tejadi, baik secara de fucto maupun de jure.*?

D. Pencatatan Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Dalam kehidupan, perkawinan adalah sebuah fenomena menarik. Berbeda
dengan peristiwa-peristiwa lainnya yang menghubungkan seseorang dengan orang
lain, misalnya dalam hubungan dagang, maka dengan perkawinan terjadi
penyatuan dua orang yang berlainan jenis secara total, lahir dan batin. Dalam

kehidupan sosial, lembaga perkawinan mempunyai peran penting dalam

1 Ymam Muslim, Sahfh Muslim (tt.p.: Dar al-Fikr, tt), 1 : 596. Hadis nomor 1426, yang
silsilah rawinya adalah Qutaybah dari Sa’id As-Saqafi dari Ya’qub ibn 'Abd ar-Rahman al-Qari’
dari Sah! ibn Sa’ad.

) An-Nisa’ (4): 4.

) Muhammad Abu Zabhrah, A-Abwal, hlm. 195.

4 Kamal Mukhtar, Asas.. him. 38.
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menentukan bentuk sebuah masyarakat. Ini tentunya tidak bisa dipungkiri, karena
menginéat bahwa melalui perkawinan, lahir sebuah keluarga yang merupakan
cikal bakal masyarakat. Baik buruknya keluarga tersebut akan sangat berpengaruh
terhadap kondisi masyarakat di mana keluarga itu berada. Dan nampaknya, hal
inilah yang menjadi semangat dalam banyak peraturan perkawinan, agar setiap
perkawinan ditertibkan dengan baik. Dalam peraturan di negara kita, penertiban
perkawinan ini diwujudkan melalui mekanisme pencatatan.

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974, perihal pencatatan perkawinan hanya
disebutkan dalam satu ayat saja, yaitu ayat (2) pasal 2. Penyebutannya itu pun
dalam bahasa yang umum, yang memungkinkan untuk diinterpretasikan secara
berbeda. Bunyi ayat (2) tersebut adalah ; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perbedaan penafsiran ayat ini muncul ketika ayat ini dihubungkan dengan
ayat sebelumnya, yaitu ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan
adalah sah apabila dilaksanakan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-
masing pasangan nikah. para ahli hukum berbeda pendapat dalam menentukan
apakah pencatatan ini juga berpengaruh terhadap sah-tidaknya sebuah
perkawinan.*?

Ketidaktegasan ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal
pencatatan perkawinan. Terlebih lagi di sebagian kalangan umat Islam masih

terdapat kecenderungan untuk menikah tanpa melaporkan pernikahannya kepada

*} Lihat Latar Belakang Masalak pada BAB 1.
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Pegawai Pencatat Nikah." Mereka tentunya menganggap bahwa nikah mereka
telah sah berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat(1)di atas. Demikian juga dengan
perkawinan-perkawinan yang sudah dilangsungkan menurut peraturan perundang-
undangan yang beriaku, namun karena kelalaian PPN, perkawinannya tidak
sampai masuk ke dalam buku register nikah di KUA. Untuk jangka panjang,
kondisi ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam hal status anak, hak
perawatan anak (#adanah), kewarisan dan peristiwa hukum lainnya.

Lalu kemudian keluar Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan
instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Dalam KHI ini terdapat ketentuan yang
menyebutkan bahwa setiap perkawinan baru memiliki kekuatan hukum apabila
dilakukan di bawah pengawasan PPN yang berwenang.*” Pencatatan ini
dimasudkan agar setiap perkawinan yang dilakukan dapat ditertibkan. Dan dengan
dilakukan di bawah pengawasan PPN, setiap perkawinan dapat dikontrol dan
dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karena pencatatan perkawinan didasarkan atas asas maslahah, maka
peraturan mengenai pencatatan ini sudah dirumuskan jauh sebelum UU no. |
tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, yaitu sejak tahun 1954 dengan
dikeluarkannya UU no. 32 tahun 1954, Adapun untuk lebih rincinya, pencatatan
perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai
berikut :

1.UU no. 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang

“%) Dikena) dengan istilah aikal sirri atau nikah di bawak tangan.

M 1,ihat KHI ps. 6.
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Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 no. 22 tahun 1946 tentang
Pencétatan Nikah, Talak, dan Rujuk di selurubh Daerah Luar Jawa dan Madura.
Diberlakukannya UU ini berdasarkan ketentuan PP no. 9 tahun 1975 pasal 2
ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama
Islam dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU no. 32 tahun 1954 tersebut.

2.UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU ini, pencatatan
perkawinan hanya disebutkan dalam satu ayat saja, yaitu pasal 2 ayat (2).
Namun dalam peraturan pelaksanaannya, prosedur pencatatan perkawinan
disebutkan dengan lengkap.

3.PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974. Pencatatan
perkawinan dalam PP ini diatur dalam pasal 2 sampai pasal 11.

4 Peraturan Menteri Agama no. 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai
Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama {slam.

5.Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan. Dalam KHI
disebutkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu tahapan apgar
perkawinan memiliki kekuatan hukum (pasal 6). KHI hanya memuat hukum-
hukum materil mengenai perkawinan menurut ajaran Islam, dan tidak lagi
memuat hal-hal yang bersifat teknis seperti yang telah disebutkan dalam
peraturan-peraturan sebelumnya. |

Apabila pasal-pasal mengenai pencatatan perkawinan dicermati,
nampaknya yang dimaksud dengan pencatatan itu adalah sebuah proses yang

melalui beberapa tahapan, mulai dari pemeberitahuan kehendak nikah sampai
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dengan penandatanganan Akta Perkawinan oleh pihak-pihak yang telah

ditentulcc;m. Setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan, harus melalui

tahapan-tabapan tersebut. Secara singkat, tahapan itu dapat diuraikan seperti

berikut

1. Pemberitahuan kehendak nikah kepada PPN.* Bagi umat Islam, PPN vang
dimaksud adalah PPN atau Pembantu PPN vang mewilayahi tempat
dilangsungkannya akad nikah.* Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara
lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya.®®

2. Pemberitahuan 1ni bertujuan agar PPN (sebagai orang yang menguasai Hukum
Agama) dapat memeriksa apakah suatu perkawinan dapat dilangsungkan atau
tidak. Pemberitahuan kehendak nikah ini harus memuat identitas kedua calon
mempelai. PPN memenksa apakah dari data-data yang diberikan terdapat
halangan yuridis untuk menikah atau tidak*" selain itu, pemeriksaan juga
dilakukan terhadap surat-surat atau keterangan tertentu, seperti disebutkan
dalam pasal 6 ayat(2)PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 8 Permenag no. 3 tahun
1975.

3.Kemudian, jika hasil pemeriksaan menemukan adanya halangan untuk
melangsungkan perkawinan, maka hal ini segera diberitahukan kepada calon

mempelai atau orang tuanya atau wakilnya. *»

) Lih. ps. 3 PP No. 9 tahun 1975 dan ps. 5 Permenag No. 3 tahun 1975.
M Lih. ps. 1 UU No. 22 tahun 1946 dan ps. 5 Permenag No. 3 tahun 1975.
* Lih. ps. 4 PP. No. 1 tahun 1975 dan ps. 6 Permenag No. 3 tahun 1975,
*U Lih. ps. 5-6 PP No. 9 tahun 1975 dan ps. 7 Permenag No. 3 tahun 1975.

D Lih, ps. 7 ayat (2) PP no. 9 tahun 1975 dan ps. 10 ayat (3) Permenag no. 3 tahun 1975.
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4. Apabila tata cara dan syarat-syarat pencatatan telah terpenuhi, serta tidak
ditemukan adanya halangan yuridis untuk mentkah, maka PPN kemudian
mengumumkan kehendak untuk melangsungkan pemikahan tersebut, dengan
cara menempelkan surat pengumuman di Kantor Pencatatan (KUA).” Dalam
pengumuman tersebut dimuat identitas calon mempelai dan waktu (hari,
tanggal, jam dan tempat) perkawinan akan dilangsungkan.*®

5. Perkawinan (akad nikah) baru dilaksanakan 10 hari setelah pengumuman di
atas dilakukan’™ Akad nikah dilakukan menurut ajaran agama calon
mempelai,*® yang dilangsungkan di bawah pemgawasan PPN *”

6.Lalt  kemudian prosesi perkawinan memasuki tahap akhir, vaitu
penandatanganan Akta Perkawinan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan.
Perkawinan ditandatangani oleh kedwa mempelai, dua orang saksi, wali atau
yang mewakilinya dan PPN yang menghadiri akad nikah tersebut. Dengan
ditandatanganinya Akta Perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara
resmi ’®

Yang dimaksud dengan Akta Perkawinan adalah Daftar Besar,” yang

memuat antara lain hal-hal sebagai berikut :

) Lih. ps. 8 PP no. 9 tahun 1975 dan ps. 19 Permenag no. 3 tahun 1975.

33 Lih. ps. 9 PP no. 9 tahun 1975.

3 Lih ps. 10 ayat (1) PP no. 9 tahun 1975.

58} Lih. ps. 2 ayat (1) UU no 1 tahun 1974 dan ps. 10 ayat (2) PP no. 9 tahun 1975.
N Lih. ps. 10 ayat (3) PP no 9 tahun 1975 dan ps. 6 KHIL

%) Lih. ps. 11 PP no. 9 tahun 1975.

> Moh. 1dris Ramulyo, Hukum., hlm. 181.
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1. Nama, tempat dan tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat
kediaman suami-istri, wali nikah, orang tua dari suami dan istri, saksi-saksi,

wakil atau kuasa bila perkawinannya melalui seorang kuasa.

b

. Surat-surat yang diperlukan, seperti izin kawin, dispensasi nikah, izin poligami,

1zin pejabat bagi pasangan-pasangan nikah tertentu.

L2

. Perjanjian perkawinan (jika ada).
4. Tdentitas para saksi dan wali nikah.
5. Identitas kuasa nikah, jika perkawinan melalui seorang kuasa.®”

Akta Perkawinan ini dibuat rangkap 2, yang masing-masing disimpan di
Kantor Pencatatan (KUA) dan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya
mewilayahi KUA tadi.*” Kedua mempelai tidak diberikan Akta Perkawinan. tapi
masing-masing diberikan “Kutipan Akta Nikah” yang biasa disebut dengan buku
nikah® Buku nikah im tidak memuat semua hal yang terdapat dalam Akta
Perkawinan, tapi beberapa hal saja yang dianggap penting. Kutipan Akta Nikah
ini menjadi bukti otentik bagi perkawinan, karena dibuat oleh pegawai umum

yang berwenang (ovenbaar ambtenaar).®®

9 Lih, ps. 12 PP no. 9 tahun 1975.
D Ibid., ps. 13.
) Ibid., ps. 13 ayat (2).

3 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum., him. 182.



BAB 111

PRAKTEK PENCATATAN PERKAWINAN
DI KECAMATAN SAPTOSARI GUNUNGKIDUL

A, Mengenal Wilayah Kecamatan Saptosari

1. Letak geografis Kecamatan Saptosari

Kecamatan Saptosari merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang
terdapat di Kabupaten Gunungk:idul. Terletak di sebelah barat daya ibukota
Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak lebih kurang 22 km. Jalan
penghubung antara Wonosari dengan Saptosari sudah baik, sehingga dengan
mengeunakan kendaraan bermotor, wilayah Saptosari bisa dicapai dalam
waktu kurang lebih setengah jam (30 menit). Jalur Wonosari-Saptosari juga
merupakan jalur aliernatif menuju obyek wisata pantai Baron, Kukup dan
Krakal.

Secara administratif, Kecamatan Saptosari berbatasan dengan :

— Sebelah utara : Kecamatan Paliyan

— Sebelah timur : Kecamatan Tepus

~ Sebelah selatan : Samudera Indonesia
— Sebelah barat : Kecamatan Panggang

Kecamatan Saptosari terletak pada zone Pegunungan Seribu yang struktur
tanahnya terdiri dari bebatuan gamping, batu padas, batu kalsit dan

perbukitan. Pada musim kemarau, Kecamatan Saptosari, khususnya bagian



selatan, merupakan daerah rawan kekenngan. Namun, kebutuhan air bersih
warga agak terpenuhi dengan adanya distribusi air bersih dari Perusahaan
Daerah  Air  Minum (PDAM) Gunungkidul. Distribusi air im baru
mencukupi schagian saja dan kebutuhan warga, karena kuantitas produksi’
air, yang diambil dan sebuah mata air yang terdapat di dalam gua di
Ngobaran (bagian seclatan Saptosar), masih terbatas, dan juga wilayah
Saptosari yang luas dan berbukit-bukit schingga sulit untuk dicapai oleh
pipa-pipa PAM.

Daerah Saptosani sebenainya iermasuk daerah dengan tanah yang
subur. Pada musim hujan, bayangan tentang Saptosari (baca: Gunungkidul)
yang kering dan gersang tidak nampak sama sekali. Pada musim ini, dapat
dijumpai daerah Saptosari yang hijau subur dengan bukit-bukit jati dan
ladang-ladang petani. Air bersih tidak lagi menjadi masalah, karena selain
diperolenh dari PAM, air bersih juga dapat diperoleh dan bak-bak
penampungan air hujan yang terdapat hampir di setiap rumah penduduk.
Pada musim penghujan ini, warga Saptosari memiliki persediaan air bersih
yang cukup melimpah. Tanam-tanaman dapat tumbuh dengan subur, dan
hewan-hewan ternak dapat diberi makanan yang cukup.

Kecamatan Saptosari memiliki luﬁs wilayah 9.257,7729 Ha., yang

terdiri darn :
a. Tanah sawah . 14,0651 Ha.
b. Tanah tegal :6.382,8601 Ha.

c. Tanah pekarangan : 834,1110 Ha.



d. Tanah hutan o 562,0775 Ha.
e. Tanah tandus . 1.449 7696 Ha.
f. Tanah kuburan : 14 8896 Ha.

2. Keadaan masyarakat Kecamatan Saptosari
a. Komposisi Penduduk
Jumlah penduduk Saptosari dapat dikatakan sedikii, karena
perbandingan antara luas daerah dengan jumlah penduduk tidak
signifikan. Ini berarti di Saptosari masih banyak terdapat lahan-lahan
kosong yang belum ditempati oleh warga masyarakat. Dari data
monografi Kecamatan Saptosan per-31 Maret 2000, disebutkan bahwa

jumlah penduduk Kecamatan Saptosari adalah sebagai berikut :

- Laki-laki . 17.547 jiwa
- Perempuan : 18.433 fiwa
Jumlah 1 35.980 jiwa

yang terdiri dari 7.829 kepala keluarga, dengan perincian :
—~ KK laki-laki : 6.927 orang
— KK perempuan : 902 orang
Adapun jumlah penduduk dan kepala keluarga per desa adalah

sebagai bernkut :



Tabel 1

Penyebaran Penduduk per Desa di Kecamatan Saptosari ”

JUMLAH PENDUDUK
No.  DESA L P Jumiah
01. [Krambilsawit 2.831 2.897 5.728
02. [Ngloro 1.571 1.608 3.17%
03. |Jetis 2.294 2.530 4.824
04. [Kepek 2.839 2.902 5.741
05. |[Kanigoro 2785 2931 5.716
06. |Planjan 2.883 3.140 $.023
07. |Monggo! 2.344 2.425 4.769
Jumlah 17.547 18.433 35.980
Tabel 2
Kepala Keluarga per Desa
Jumlah Kepala Keluarga
No.  DESA L p | e
1. |Krambilsawit 1.096 108 1.204
2. [Ngloro 587 62 649
3. |[Jetis 983 91 1.074
4. |[Kepek 964 181 1.145
5. |Kanigoro 1.227 152 1.379
6. |Planjan 1.286 179 1.465
7. Monggol 784 129 913
Jumlah 6.927 902 7.829

" Data mengenai gambaran daerah ini diperoleh dari monografi Kecamatan i,fang
disediakan oleh kantor Kecamatan Saptosari, ditambah hasil wawancara dengan pihak-pihak
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Menurut data monografi Kecamatan Saptosari, dari 35.980 jiwa
tersebut terdapat 28.996 tenaga kerja produktif yang tersebar dalam
beberapa lapangan kerja. Lapangan pekerjaan yang paling banyak
menampung fenaga kerja, atau dengan kata lain menjadi mata pencaharian
warga, adalah sektor pértanian, yaitu lebih kurang 20.087 warga, atau
sekitar 69 persen. Kemudian disusul sektor peternakan, yang menampung
lebih kurang 5038 tenaga kerja, atau sekitar 17 persen. Untuk lebih
rincinya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Fabel 3

Mata Pencaharian Penduduk

No. Mata Pencaharian Jumlah TK| Persentase
1. |Pertanian 20.087 65%
2. |Peternakan 5.038 17%
3. |Perdagangan umum & indusiri RT| 2.871 10%
4. |Bunih bangunan 773 3%
5. PN dan Pensiunan 181 1%
6. Nelayan ‘ 46
Jumlah 28.996 100%

b. Pemerintahan
Kecamatan Saptosari termasuk kecamatan baru dalam
pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul, yang secara definitif
berdiri pada tanggal 28 Februari 1995. Kecamatan Saptosari adalah
pengembangan dari Kecamatan Paliyan, yang s¢'elah berdiri sendiri

memiliki luas wilayah 9.257.7729 Ha,, dengan 7 pemerintahan tingkat
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desa dan 60 dusun. Ketujuh desa tersebut, sampai medio 2000, masih
'termasuk dalam kategori IDT (Inpres Desa Tertinggal).

Desa terbesar di Kecamatan Saptosari adalah Desa Planjan
dengan 14 dusun, kemudian Desa Krambil Sawit dengan jumlah dusun
10. Jumlah dusun berikut RW dan RT di masing-masing desa dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Jumiah Dusun, RW dan RT di Kecamatan Saptosari

No. DESA Dusun RW RT
1. Krambilsawit 9 19 3%
2. \Kanigoro 10 21 44
3. |Monggol 9 20 47
4. [Planjan 14 27 60
5. [Kepek 6 20 43
6. |Tetis 6 15 51
7. |Ngloro 6 12 57

Jumlah | 60 134 311

Kantor pemerintahan Kecamatan Saptosari terletak di desa
Kepek. Dalam melaksanakan program pembangunan daerah, Kecamatan
Saptosari mengacu dan berpedoman pada kebijakan pembangunan yang
telah digariskan di pemerintahan tingkat kabupaten Gunungkidul. Dan
dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Desa dan jugar para
pejabat fungsionaris (pelaksana teknis) seperti Kapolsek dan Kepala

KUA.
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Pada saat Kecamatan Saptosani berdiri, KUA-nya masih belum
terbentuk. Urusan-urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan
pembinaan kehidupan agama masih ditangani oleh KUA Kecamatan
Paliyan. Baru pada bulan April 1997, KUA Kecamatan Saptosari yang
definitif dapat dibentuk, dengan dikepalai oleh Drs. Muhammad Nurdin,
alumni fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga. Selain itu ada juga alumni
fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga, Syamsul Huda S.Ag. vang
menjadi Kepala Bidang Pembinaan Kehidvpan Keagamaan.

Pendidikan

Menurut keterangan Camat Saptosari, Sumardi S.Sos., tingkat
pendidikan rata-rata warga Saptosari masih rendah, karena setelah lulus
SD atau SMP, kebanyakan warga tidak mau atau tidak mampu untuk
meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Penyebabnya
adalah ketidakmampuan para orang tua untuk membiayai pendidikan
anak-anaknya, Tingkat pendidikan yang rendah ini berakibat pada
kemampuan ekonomi para warga menjadi rendah. Namun, ada nada
sumbang yang muncul dai seorang warga masyarakat yang menyatakan
bahwa sebenarnya para orang tua tersebut bukannya tidak mampu untuk

membiayai pendidikan anak-anaknya sampai perguruan tinggi sekalipun,

» Wawancara dengan Camat Saptosar, Sumardi S.Sos., tanggal 21 September 2000 di

Sapiosari.
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akan tetapi mereka tidak cukup ikhlas untuk mengeluarkan uang untuk
keperluan pendidikan anak-anaknya.®

Lembaga pendidikan yang terdapat di Kecamatan Saptosari baru
sampai tingkat SLTP. Untuk meneruskan ke SLTA, para siswa banyak
yang mengambil di sekitar Saptosari, yaitu Kecamatan Panggang,
Paliyan atau Wonosari. Dari data monografi pendidikan per 30 Juni
2000, jumlah sekolah dan siswa yang terdapat di Kecamatan Saptosari

adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Jumlah Sekoiah dan Siswa di Kecamatan Saptosari

Jumlah Sekolah
No. Sekolah | Negeri | Swasta Jumiah Siswa
[ TK - I3 281
2} sb 22 7 4220
3. SMP 2 4 931
Jumlah 24 24 5.432

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan drastis
jumlah siswa ketika masuk ke jenjang SLTP. Dari 4.223 orang siswa SD,
hanya 931 orang saja yang meneruskan ke SMP, atau hanya 22 % saja.
Tentunya dapat dibayangkan berapa jumlah siswa dari 931 orang tadi
yang meneruskan ke SLTA.

Yang menjadi fenomena di Saptosari adalah kebanyakan dari

remaja putus sekolah pergi ke luar daerah dan atau menikah untuk

¥ Wawancara dengan bapak Paris, Kepala Dusun Sumuran desa Kepek Saptosari, pada
langgal 21 September 2000.
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kemudian mengadu nasib ke daerah yang dianggap lebih baik. Hal ini
ladalah wajar mengingat kondisi alam Saptosari yang relatif keras dan
kering, sehingga warganya menganggap bahwa daerahnya kurang
menjanjikan masa J'epan yang baik.
d. Kehidupan keagamaan

Pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Saptosari
ditangani oleh Kantor Urusan Agama setempat. Menurut Syamsul Huda
S.Ag., Kabid Kepenghuluan dan Pembinaan kehidupan Keagamaan,
KUA sebenarnya tidak hanya mengurus hal-hal yang berhubungan
dengan nikah, talak dan rujuk,_ tapi juga bertanggung jawab terhadap
kemakmuran kehidupan keagamaan di wilayah masing-masing.¥

Dari data tentang umat bergama di KUA Saptosari, mayoritas
penduduknya adalah bergama Islam, yaitu berjumiah 35.229 orang, atau
sekitar 95 % dan sekuruh warga Saptosari. Sisanya adalah warga yang
beragama Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Untuk lebih rincinya,
jumlah umat bergama di Kecamatn Saptosari dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

¥ Wawancara dengan Syamsul Huda S.Ag.. pada tanggal 3 Oktober 2000, di kantor KUA
Saptosari.



Umat Bergama di kecamatan Saptosari

Tabel 6

————

No., AGAMA Laki-laki

1. [Islam T 17200

2. {Kristen 233

3. |Katholik -

4. {Hindu 163

5. iBudha 3
Jumlah | 173599 |

Jumlah Pemeluk

Perempuan:

200

8]

. Jumlah

18.029 | 35.229

433
313

5

18381 | 35.980

—

Dari tabel di atas dapat dilikat bahwa jumlah umat Hindu tidak

jauh berbeda dengan umat Kristen. Menurut Syamsul Huda S.Ag., umat

Hindu tersebut bertempat tinggal di salah satu dusun di desa Planjan *

Adapun tempat-tempat ibadah yang terdapat di Kecamatan

Saptosari adalah sebagai bernikut :

SIbid.

, Tabel 7

Tempat Ibadah di Kecamatan Saptosari
No DESA masjid [Mushalia Gereja | Pura
1. Monggol 8 4 - -
2. |Planjan 11 4 2 2
3. [Kanigoro 7 1 - -
4. [Kepek 5 3 - -
5. [Jetis 6 13 - -
6. [Ngloro 9 3 - -
7. [Kramb:il Sawit 11 11 - -

Jumlah 57 | 39 2 2




Tabel di atas menunjukkan bahwa di setiap desa di Kecamatan
Saptosari cukup banyak terdapat masjid dan langgar untuk beribadah
umat Islam. Dari kondisi ini tentunya kehidupan keberagamaan,
Khususnya umat Islam, menunjukkan aktifitas yang berarti. Misalnya,
pengajian-pengajian, hidupnya masjid dengan shalat jamaah, kegiatan
TPA dan lain-lain. Namun, fakta di kebanyakan masyarakat
menunjukkan hal yang berbeda Di banyak tempat di wilayah Saptosari,
kehidupan keberagamaannya cukup memprihatinkan. Bahkan disalah
satu dusun di desa Kepek, kehidupan keberagamaannya bisa dikatakan
hampir mati. Kegiatan keagamaan yang ada hanyalah pengajian Yasin di
kalangan remaja setiap malam Jum’at, dan TPA setiap 3 kali seminggu
yang dikelola oleh para remaja. Pengajian Yasin itupun hanya diikuti
oleh beberapa orang remaja saja. Di kalangan orang tua nampaknya tidak
memiliki cukup semangat untuk menghidupakan ajaran agama secara
jamaah. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah matinya masjid dar
shalat jamaah lima waktu dan shalat Jumat. Menurut Kepala Dusunnya,
keadaan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan warga akan ajaran-
ajaran agama dan tidak adanya warga yang mengerti agama (fagih) untuk
dijadikan panutan.® Selain itu, warga dusun terlalu sibuk dengan kerja—
kerja ladang mereka, sehingga kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan

keagamaan.

© Wawancara dengan bapak Paris, Kepala Dusun Sumuran Desa Kepek, pada tanggal 21
September 2000, di Sumuran Kepek.
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Keadaan tersebut di atas tidak dibantah oleh Kepala KUA
Kecamatan Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin. Menurutnya, untuk
mengatasi  permasalahan ini  diperlukan kerja dakwah yang
berkesinambungan dan sungguh-sungguh. Dengan kerja sepzrti ini
diharapkan warga masyarakat dapat lebih mengetahui ajaran-ajaran

agama, merahaminya dan kemudian melaksanakannya dalam kehidupan

sehari-hari.

B. Praktek Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kecamatan Saptosari

Seperti telah disebutkan pada Bab I sub bab Metode Penclitian, bahwa
penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (fie/ld research), yang
datanya berdasarkan sampel.” Dalam pengumpulan data ini, penyusun memilih
teknik purpossive saumpling, atau data diambil dari sumber-sumber yang dianggap
mendukung peneliﬁa.ﬁ masalah yang sedang dilakukan. Karena wilayah
Kecamatan Saptosari cukup luas, maka penyusun membatasi dengan sampling
vang mencakup 2 desa, yaitu Desa Kepek dan Desa Jetis. Pilihan atas dua desa ini
didasarkan atas pertimbangan bahwa kasus yang sedang diteliti cukup banyak
tejadi di dua desa tersebut, dan karena letaknya adalah yang terdekat dengan

1bukota kecamatan.

7 1,ihat halaman 16-17.



Dari dua desa tersebut, penyusun memilih secara acak 10 orang pasangan
nikah yéng perkawinannya tidak terdaftar di buku register nikah KUA.® setelah
melakukan wawancara dengan para pasangan nikah tersebut, penyusun juga
mewawancaral aparat vang berwenang mengena: pencatatan nikah ini, vaitu
§epeni Kepala KUA, Kaur Kesra, Ketua Peradiian Agama Wonosan, kepala
dusun, dan pthak-pihak lain vang dianggap mendukung penelitian yang sedang
dilakukan.

Dari hasil wawancara langsung dengan para pasangan nikah tersebut, ada
beberapa hal yang perlu diangkat disini:

a. Bahwa pernikahan mereka benar-benar telah dilakukan di hadapan Priv, yang
pada waktu itu PPN yang berwenang adalah bapak Sukayat.

b. Sebelum prosesi akad nikah dilakukan, segala urusan perntkahan diserahkan
kep0ada Kaum Desa, misalnya yang berhubungan dengan biaya, syarat, dan
rukun nikah.

c. Ada 2 pasangan nikah yang akadnya dilaksanakan bersamaan dalam satu
majelis dengan beberapa pasangan yang lam.

d.Dari 10 pasangan nikah tersebut, 9 pasangan di antaranya belum mendapatkan
surat nikah (Buku Nikah). Sedangkan satu pasangan lagi akhimya melakukan
akad nikah ulang di KUA Saptosari pada tahun 1997. Akibat dari akad nikah
ulang ini adalah berubahnya status 2 orang putera mercka menjadi anak tidak

sah (karena dianggap lahir di luar nikah).

® Wawancara dilakukan dari tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 4 September
2000, di rumah masing-masing responden.



e. Rata-rata pasangan nikah tersebut masih ingat waktu dan tempat pernikahan
merek‘a, yaitu antara tahun 1978 sampai dengan tahun 1982, Kalau ada
pasangan yang ragu, maka pasangan yang lain mengingatkannya. Karena
mereka bertetangga, sehingga tahu waktu pernikahan tetangganya sendin.

f Salah satu pasangan pernah mencoba mencari catatan pernikahan mereka di
kantor desa dan KUA Paliyan, namun hasiinya nihil.

g. Penyusun melakukan pemeriksaan langsung di kantor desa dan KUA Paliyan,
dan di Buku Register Nikah hanya satu pasangan saja yang pernikahannya
tercatat (pasangan Mardiyono dan Sikrak). Namun demikian, nama bapak dari
mes:pelal wanita telah ditulis salah. Int menunjukkan bahwa administrasi PPN
belum baik dan tertib. Petugas di KUJA Paliyan tidak memberi komentar apa-
apa tentang pernikahan lainnya yang tidak terdaftar dalam Buku Register.

h. Kareﬁa rata-rata pasangan nikah kurang mengerti tentang hukum,
permasalahan tersebut mereka hadapi dengan diam dan nrimo. Akibatnya
adalah mereka tetap tidak memiliki bukti otentik atas pernikahan mereka,
meskipun mereka telah berputera 2 orang atau lebih.

i. Mereka berharap ada keringanan dan kebijaksanaan dari pihak yang berwenang
untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Keterangan dari warga di atas, ternyata tidak jauh berbeda dengan
keterangan yang diberikan oleh Kepala KUA Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin.

Menurut Drs. Muhammad Nurdin, bahwa kasus-kasus tersebut semuanya terjadi

ketika Saptosari masih di bawah pemerintahan Kecamatan Faliyan, atau sekitar
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tahun 1975 sampai dengan 1982. Pada masa ini, wilayah Saptosan ditangani oleh
seorang éPN vang bernama Sukayat ”

Menurut Drs. Muhammad Nurdin, ada dua hal yang memungkinkan
sebuah perkawinan sampai tidak tercatat. Yang pertama adalah masalah teknis,
yang berhubungan dengan luas wilavah Kecamatn Paliyan dan keterbatasan
tenaga Pegawai Pencatat Nikah (PPN).'® Ketika Saptosari masih bergabung
dengan Palivan, wilayah Kecamatan Paliyan sangatlah luas. Belum ada alat
transportasi pada waktu itu yang menghubungkan antar daerah di Paliyan.
Tentunya, PPN yang berwenang mengalami kesulitan untuk menunaikan tugasnya
dengan baik. Ada satu cara yang diterapkan PPN Paliyan untuk mengatasi
persoalan ini, yaitu dengan menyatukan beberapa akad nikah dalam satu majelis.
Akibat yang mungkin muncul dari prakiek seperti ini adalah satu atau lebih akad
nikah mungkin tidak sampai tercatat oleh PPN tersebut.'"

Hal kedua yang memungkinkan sebuah perkawinan tidak tercatat, menurut
Drs. Muhammad Nurdin adalah yang bersifat non teknis, yaitu yang berhubungan
dengan rasa tanggung jawab dari PPN serta pengetahuan dan kesadaran warga
akan hukum masih sangat rendah.'”® Menurut Drs. Muhammad Nurdin, ada

indikasi kuat bahwa kebanyakan dari kasus perkawinan tidak tercatat disebabkan

? Wawancara dengan Kepala KUA Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin, dilakukan pada
tanggal 30 September 2000, di Kantor KUA Saptosari.

Wrpid

" Wawancara dengan bapak Mardi Sentana, Kaur Kesra Desa Kepek, pada tanggal 24
September 2000, di Kantor Desa Kepek.

12) \Wawancara dengan Drs. Muhammad Nurdin pada tanggal 30 September 2000 dan
Syamsul Huda S Ag., pada tanggal 3 Oktober 2000 di Kantor KUA Saptosari. '



oleh kelalaian oknum PPN dalam melaksanakan tugasnya. Ini dikuatkan oleh
keterangelm dari Kaur Kesra Desa Kepek dan Desa Jetis, bapak Mardi Sentana dan
bapak Sugeng, yang menyebutkan bahwa wilayah Saptosari, pada waktu masih di
bawah Paliyan, ditangani oleh seorang PPN yang tidak memenuhi kewajiban dan
tanggung jawabnya dengan baik dan benar."**

Selain kelalaian petugas, kasus-kasus tersebut ada juga yang disebabkan
karena rendahnya pengetahuan masyarakat akan hukum, baik hukum agama
maupun hukum positif. Seperti yang telah disebutkan pada bagian terdahulu,
bahwa kehidupan keagamaan di Saptosari cukup memprihatinkan, yang salah
satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan warga akan ajaran-ajaran
agama.'¥ Akibatnya adalah banyak ajaran-ajaran agama yang tidak dilaksanakan,
termasuk dalam hal prosesi perkawinan. Tentunya ini berhubungan juga dengan
pelaksanaan ketentuan perkawinan dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan. Menurut Drs. Muhamimad Nurdin, ada sebagian warga yang
mengaggap bahwa dengan menikah di hadapan Naib atau Kaum'® berarti sudah
memenuhi ketentuan UU Perkawinan. Padahal Naib tersebut hanya menuntun
mereka mengucapkan kalimat syahadat.'®

Drs. Muhammad Nurdin menambahkan, bahwa selain contoh-contoh di

atas, ada juga kasus yang muncul karena pasangan nikah yang bersangkutan

%) wawancara dengan bapak Mardi Sentana pada tanggal 24 September 2000 dan bapak
Sugeng pada tanggal 25 September 2000.

¥ 1 ihat uraian tentang Kehidupan keagamaan di halaman 8.
'3 Qekarang disebut dengan Kaur Kesra atau Pembantu PPN (P3N).

1) Wawancara dengan Drs. Muhammad Nurdin, pada tanggal 30 September 2000.
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memang tidak pernah melakukan akad nikah di depan PPN. Atau dengan kata
lain, méreka telah melakukan hubungan di luar nikah.

Kasus-kasus perkawinan yang tidak tercatat itu baru mendapatkan
perhatian khusus setalah KUA Saptosari berdiri. Dari data sementara KUA,
terdapat sekitar 100-an perkawinan yang tidak tercatat. Jumlah itu pun baru
alambil dari dua desa, Jetis dan Planian. Dan sampai saat ini, KUA Saptosari
belum melakukan pendataan resmi untuk mengetahui  jumlah kasus yang
sebenarmya terjadi.

Senada dengan apa yang disebutkan oleh pihak KUA Saptosari, Kaur
Kesra Desz Jetis, Sugeng, menyebutkan bahwa masalah pencatatan perkawinan
muncul pada masa penerfiban, antara tahun 1975-1982. Penertiban yang
dimaksud adalah tahap sostalisasi UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
peraturan-peraturan pelaksananya. Untuk sosialisasi ini diperlukan kerja khusus
yang tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua tahun. Dalam proses inilah
muncul permasalahan seperti disebutkan di atas, sebagai akibat dari ketidaktahuan
masyarakat akan hukum perkawinan (baca: ketentuan tentang pencatatan
perkawinan).'” |

Yang lebih memprihatinkan dari keadaan ini adalah berlarut-larutnya
permasatahan pencatatan ini, sampai warga memiliki anak. Sampai anak-anak
mereka besar, merecka masih belum memiliki Buku Nikah yvang menjadi bukti
bahwa pemikahan mereka telah sah dan benar-penar terjadi. Nampaknya

permasalahan ini tidak dianggap penting oleh warga. Mereka beranggapan bahwa

') Wawancara dengan bapak Sugeng, pada tanggal 25 Séptember 2000.
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Buku Nikah tidaklah penting, asalkan mereka telah benar-benar menikah di
hadapanl PPN."™ Selain itu, warga nampaknya putus asa, setelah ada yang
mencoba untuk memeriksa di desa dan KUA Paliyan namun tidak membawa
hasit. Akhirnya, warga hanya bisa pasrah dan tidak meivaperhatikan perihal Buku
Nikah yang tidak pernah mereka miliki.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, menurut Drs. Mubammad Nurdin,
adalah sangat dilematis. Karena di satu sisi para pasangan nikah itu harus segera
memiliki (duplikat) Akta Nikah untuk keperluan-keperluan tertentu,™ dan di sisi
yvang lamn warga tidak tahu harus mencari ke mana Akta Nikah mereka. Menurut
Muhammad Nurdin, untuk kasus iz hanya ada satu jalan keluar, yaitu dengan
meminta /sbal nikah di Pengadilan Agama, sesuai dengan keterituan KHI pasal 7
avat (3).

Drs. Masrehan Syaifurrozi, SH., Wakil Ketua Pengadilan Agama
Wonosari, mengatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan warga
Saptosari tersebut adalah dengan 7sbat nikah, karena perkawinan mereka adalah
sah sehingga bisa dimintakan putusan pengadilan mengenai pernikahan mereka *®
Isbat nikah dilaksanakan melalui sebuah sidang pengadilan dengan menghadirkan
bukti-bukti atau saksi-saksi yang mendukung bahwa suatu pernikahan benar-benar

terjadi. Dan untuk biayanya, setiap kasus dikenakan biaya awal kurang lebih

'®} Wawancara dengan bapak Syamsul Huda $.Ag., tanggal 3 Oktober 2000.
') Misalnya sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran anak-anaknya.

™ Wawancara dengan Drs. Masrehan Syaifurrozi SH. ini dilakukan pada tanggal 23
September 2000 di Kantor PA Wonosari.
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sebesar Rp. 250.000,-. Jumlah ini mungkin bersisa atau juga kurang, tergantung

berapa besar biaya yang digunakan untuk menjalankan sidang.

C. Akibat-akibat Hukum yang Muncul Akibat dari Perkawinan Tidak
Tercatat

Perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum yang peniing dalam kehidupan
seseorang. Sebuah perkawinan menyatukan dua keluarga yang berlainan.
Hubungan antara suami dan istri menjadi jelas dan kuat, karena dilindungi oleh
hak-hak dan kewajiban tertentu.’” Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang
sah juga memiliki hak dan kewajibannya sendiri.

Dalam KHI disebutkan bahwa sebuah perkawinan yang sah hanya dapat
dibukiikan dengan ak.ta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).*
Akta nikah baru agla Jjika perkawinan yang bersangkutan terdaftar di buku register
KUA. Sebaliknya, jika sebuah perkawinan tidak tercatat di buku register KUA,
tentunya pasangan nikahnya tidak dapat memiliki akta nikah (buku nikah),

Ada beberapa akibat yang dapat muncul jika sebuah perkawinan tidak
tercatat, yaitu sebagai berikut :

1. Akibat yang berhubungan dengan status perkawinan
a. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak dapat

dibuktikan dengan akta nikah >’

™ An-Nisa' (4) : 21,
) Lih. KHI pasal 7 ayat (1).

Mrvid
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b. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dianggap
tidak dilaksanakan di bawah pengawasan PPN.*"
¢. Perkawinan tersebut fidak sah menurut undang-undang, karena dianggap
tidak memenuhi ketentuan undang-undai-g mengenal perkawinan ¥ Hal ini
mungkin saja terjadi jika perkawinannya tidak diawasi oleh PPN, vang juga
berfugas untuk memeriksa syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau
belurn.*® Kemungkinan ini adalah kemungkinan yang terburuk dari dua
kemungkinan sebelumnya.
2. Akibat yang berhubungan dengan kedudukan anak
Kedudukan anak ini ditentukan oleh status perkawinan. Jika sebuah
perkawinan dianggap tidak sah menurut undang-undang, maka anak vang
lahir dari perkawinan tersebut juga tidak sah,”” dan hanya berhubungan
nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.*™ Akta kelahiran yang menjadi
bukti otentik kelahiran tentunya tidak dapat diperoleh jika orang tua tidak
memiliki buku nikah. Akan tetapi kalau perkawinannya sah menurut hukum
Islam, maka anaknya juga anak sah menurut hukum Islam.
3. Akibat yang berhubungan dengan hak kewarisan
Sama dengan poin kedua di atas, hak kewarisan 1ni juga ditentukan

oleh status perkawinan, jika sebuah perkawinan tidak sah, maka tidak ada

) KHI pasal 6 ayat (2).

) KHI pasal 4 dan UU no. 1/1974 pasal 2 ayat (1).

26) PP no. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 6.
*) KHI.pasal 99 dan UU no. 1/1974 pasal 42.

*%) KHI pasal 100 dan UU no. 1/1974 pasal 43 ayat (1).



hubungan kewarisan antara suami, istri dan anak mereka. Jika status sebuah
pérkawinan tidak jelas, maka hubungan kewarisannya juga tidak dapat
ditentukan. Akan lebih bermasalah lagi jika terjadi sengketa di antara ahit
waris. Dalam hukum Islam, jika perkawinannya tc'ah sah, maka sah pula
hubungan kewarisan antara isteri, suami dan anak cubunya.
4. Akibat yang berhubungan dengan hak kewalian

Akibat ini berhubungan dengan hak kewalian bagi si anak. Jika
status sebuah perkawinan tidak jelas, maka si ayah tidak dapat begitu saja
menjadi wali bagi anaknya. Apalagi jika statusnya jelas-jelas tidak sah.

Akibat vang berhubungan dengan status anak ini adalah yang paling
dirasakan oleh para pasangan nikah yang tidak memiliki Akta Nikah. Mereka
tidak bisa memperoleh akta kelahiran buat anak-anaknya, karena mereka tidak
- memiliki bukti atas pernikahan mereka.

Selain - akib;t-akibat tersebut di atas, ada juga dalilpak yang
berhubungan dengan kehidupan sosial, misalnya sepertt yang juga terjadi di
Kecamatan Saptosari, yang salah satu desanya, yaitu Jetis, masuk dalam
program nasional Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).* Panitia program
ini menemukan masalah ketika dalam data kepala keluarga di desa, masih

banyak yang belum memiliki buku {akta) nikah.

) Wawancara dengan Syamsul Huda S.Ag., dan Sugeng, Kaur Kesra Desa Jetis.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK
TERCATAT DAN JSBAT NIKAH SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIFNYA

A. Bentuk Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Saptosari

Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa di Kecamatan Saptosari
terdapat praktek perkawinan tidak lercatat. Jumlah pasti dari perkawinan yang
tidak tercatat ini belum dapat ditentukan dengan tepat, karena KUA Saptosari
belum melakukan pendataan resmi mengenai masalah ini. Namun Kepala KUA
Saptosari menyebutkan bahwa jumlan kasus perkawinan tidak tercatat vang
tejadi adalah lebih dari 5% darit 7.829 pasangan nikah yang terdapat di
Kecamatan Saptosari.

Penyebab terjadinya kasus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kelalaian pegawai pencatat nikah

Kepala KUA Saptosari, Drs. Muhammad Nurdin, menyebutkan bahwa
ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa kebanyakan dari kasus-kasus
perkawinan tidak tercatat disebabkan oleh oknum PPN yang berwenang atas
wilayah Saptosari, ketika masih berada di bawah pemerintahan Kecamatan
Paliyan (sekitar tahun 1978-1982). Keterangan ini dikuatkan jugé oleh
pernyataan Kaur Kesra Desa Kepek dan Desa Jetis, dan para pasangan nikah
yang diwawancaral oleh penyusun. Mereka menyebutkan bahwa oknum PPN

yang lalai tersebut adaiah bapak SK. Drs. Muhammad Nurdin mengatakan
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bahwa wilayah Saptosari cukup luas, sehingga (oknum) PPN tersebut
mengalami kesulitan untuk mengurus sendiri seluruh perkawinan yang terjadi

di Saptosari.

1

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hukum, baik hukum
Islam maupun hukum positif.

Syamsul Huda S.Ag., Kabid Pembinaan Kehidupan Keagamaan KUA
Kecamatan Saptosari, menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum,
baik hukum Islam maupun hukum positif, masih rendah. Akibatnya adalah ada
warga yang hanya melakukan nikah kampung, sehingga perkawinan mereia
tidak diawasi oleh PPN dan juga tidak tercatat di buku register KUA.

Agar pernikahan tidak tercatat tersebut dapat memiliki akad nikah, Drs.
Muhammad Nurdin hanya menyebutkan isbat nikah sebagai satu-satunya solusi,
berdasarkan ketentuan KHI pasal 7 ayat (2) dan (3). Drs. Masrehan Syaifurrozi
SH., jupa menyebutkan isbal nikah ini sebagai satu-satunya alternatif
penyelesaian bagi perkawinan tidak tercatat yang disebabkan oleh kelalaian

(cknum) PPN.

B. Keabsahan Perkawinan yang Tidak Tercatat

Keabsahan perkawinan tidak tercatat yang dimaksud di simi adalah
bagaimanakah kesahan perkawinan tersebut, baik menurut hukum Islam maupun
hukum positif. Dengan kata lain, apakah mencatatkan perkawinan merupakan
syarat sah atau tidak. Dalam pembahasannya nanti, penyusun menggunakan

pendekatan hukum Tslam dan hukum positif.




Da_lam tata hukum Islam. perbuatan mukallaf, baik yang berupa ibadah,
akad, atau Zasarruftasarruf yang lain, terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang sahih
dan yang gairu sahih” Suatu perbuatan dikatakan sahih jika syarat dan
rukunnya terpenuhi. Sedangkan jika syarat dan atau rukunnya kurang, maka
perbuatan  tersebut dikategorikan garru sahih® Dengan  sahibnya sebuah
perbuatan, berarti beriakulah asar syar hyvah (konsekuensi yuridis) dari perbuatan
tersebut.®

Perkawinan dalam hukum Islam, termasuk kategori as-sabub asy-syar'i,
yang imengakibatkan halalnya hubungan suami istri. Untuk tisa dikatakan sah
{(sahily), sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dan rukur tertentu. Persoalan
mengenal syarat dan rukun ini cukup kompleks, selain karena adanya perbedaan
di kalangan fuqgaha, juga disebabkan oleh kerancuan substansial antara syarat dan
rukuli suatu perbuatan. Al-Jaziri mengatakan bahwa yang disebut syarat oleh

suatu mazhab, bisa jadi merupakan rukun menurut mazhab yang lain.® Namun

) «Abd al-Wahhab al-Khallaf, Zlm Usal al-Figh (ttp.: Dar al-Qalam, t.t), him. 125, dan
Muhammad Abl Zahrah, Usel al-Figh (t.1.p.: Dar al-Fikr al-* Arabi, 1958), him. 64-65,

DIbid

® pembagian jenis perbuatan mukallaf menjadi sahif dan gairu sahif adalah pendapat
Jumhur Ulama. Ulama Hanafiyah menawarkan klasikifikasi berbeda. Ulama Hanafiyah membagi
aqad gairy sahifi menjadi dua macam, yaitu aqad yang hafi/dan yang fasid Namun pendapat
yang terakhir ini tidak diambil sebagal rujukan, karena merupakan pendapat minoritas,
Muhammad Abi Zahrah menegaskan bahwa nikah yang haii/ sama saja dengan nikah yang fasid
Untuk lebih lanjut, hal ini dapat dilihat di ‘f/m Usal al-Figh-nya Al-Khallaf, Usul al-Figh dan Al-
Abwal Asy-Syakhsiyyah-nya Muhammad Abu Zahrah.

) < Abd al-Wabhab al-Khallaf, ‘o, hlm. 125.

7 % <Abd ar-Rabman al-Jaziri, Al-ligh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, 1990), IV - 17.
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para ulama usu/ sepakat bahwa syarat dan rukun sama-sama menentukan sah-

tidaknya sebuah perbuatan®

Dalam kitab-kitab figh, penyebutan rukun-rukun nikah mencakup hal-hal
sebagai berikut -

1. Kedua mempelai (a/ - ‘agidan)

[

. Wali

L8]

. Dua orang saksi

e

. Sigat

Sedangkan penyebutan syaral-syarat nikah adalah yang berkaitan dengan
kualifikasi dari rukun-rukun nikah di atas. Misainya, As-Sayyid Sabiq, dalam
Figh as-Sunnah, menyebutkan istilah arrakn al-hagigiy, vaitu kerelaan kedua
belah pihak untuk mengadakan ikatan perkawinan.” As-Sayyid menambahkan
bahwa rukun nikah ada 2, yaitu jjab dan gabi/® Dengan ijab dan gabul, maka
otomatis 5 rtukun nikah di atas dapat terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya

mencakup 4 hal, yaitu :
1. Kedewasaan (famyiz) kedua mempelai
2. Ijab dan gabu/ dilangsungkan pada waktu dan tempat yang sama

3. Redaksi //abdan gabir/ tidak boleh bertentangan

9 < Abd al-Wahhab Khallaf, Far., him. 119,

) As-Sayvid Sabiq, Figh as-Sunnah (Kairo: Dar al-Fath ki al-1’lam al-* Arabi, 1990), 1T :
29.

D 7bid, him 147.
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4. Kedua mempelai dapat mendengar dan memahami maksud dari ijfab dan
gabul®

Pada bagian lain bukunya. As-Sayyid menyebutkan bahwa nikah memiliki 2
syarat sah (yang menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan), vaitu wanita yang
akan dinikahi tidak termasuk muharramat dan saksi.'® Mengenai wali nikah, As-
Sayyid memilth pendapat jumhurl yang menyebutkan wali sebagai syarat sah
nikah '"

Muhammad Abu Zahrah, dalam bukunya A~Ahwal asy-Syakhsivyah,
menyebutkan 2 rukun nikah yaitu jjab dan gabi/'® Adapun syarat-syaratnya
adalah sebagai berikut :

1. Dua orang sakst
2. Calon mempelai wanita tidak termasuk wanita yang haram dinikahi
3. Wali*®
Al-Jaziriy, dalam bukunya A/lFigh ‘ald al-Mazaihib  al-Arba’ah,

menyebutkan rukun yang sama dengan Abu Zahrah, yaitu 7jabdan gabal' Al-

) Ibid, hlm. 147-149.
19 1bid , him. 169.
" 1pid., him. 239-241.

12 Muhammad Abu Zahrah, af-Abwal asy-Syakhsiyyah (tt.p.: Dar al-Fikr al-* Arabi,
1957, him. 44,

) Ibid., hlm. 58-66.

) <Abd ar-Rahman., Af-Jigh., hlm.16.
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Jaziriy juga menyebutkan wali sebagai penentu kesahan perkawinan, namun
beliau tidak menentukan apakah wali tersebut termasuk rukun atau syarat nikah '*

Menurut ulama Malikiyah, rukun nikah ada 5, vaitu wali, mahar, calon
suami, calon istn, dan siga:'® Menurut ulama Syafi’iyyah, rukun nikah adalah
calon suami dan calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat.'” Sedangkan menurut
ulama Hanafiyyah, rukun nikah hanyalah 7jzbdan gapal '

Dari uraian di atas, dan sejauh pengetahuan penyusun, belum ada satu
pendapat yang menvebutkan pencatatan nikah (4ftabah an-nikah) sebagai saiah
satu rukun atau syarat yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Menurut Dr.
Muhammad Yusutf Musa, dalam hukum Isiam memang tidak terdapat ketentuan
yang mengharuskan sebuah akad untuk ditulis (dibukukan) dalam suatu akta.

Mengenai hal ini Dr. Muhammad Yusuf Musa mengatakan :
ey £y 32 o5 ol bt Y skl 5l AL 3 LN
sl o S BEY1 5 2o 0 55 ST ) el o) el ity i

19) u)b

Y rpid
®rbid
Mrpid, him17.

{8 <plag'u ad-Din Abi Bakr ibn Mas’ud al-Kasanial-Hanafi, Badai’ as-Sapa’i’ fi Tartib
Asy-Syara’t’, cet. 1 (Beirut; Dar al-Fikr, 1996}, Il : 344.

) Mubammad Yusuf Misa, Abkam al-Ahwal asy-Syakhsivyal fi al-Figh al-Islami,
cet. 1 {Mesir: Dar al-Kutub al-“Arabi, 1956), htm. 181.
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Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa di atas, pencatatan sebuah akad dan
memberinya sebuah akta tertulis, didasarkan atas pertimbangan agar kedua belah
pihak yang menyelenggarakan akad tidak menolak bahwa akad tersebut telah
benar-benar terjadi. Dengan kata lain, akta imi menjadi bukti tertulis (otentik) atas
suatu peristiwa hukum. Namun dalam hukum perkawinan Isiam, tidak terdapat
ketenivan khusus yang menentetukan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan.
Dengan demikian pencatatan perkawinan yang ditetapkan dalam UU no. 1 tahun
1974 merupzkan hal baru dalam hukum perkawinan Islam.

Dalam UU no. | tahun 1974, pencatatan perkawinan disebutkan apada
pasal 2 ayat (i) Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pencatatan perkawinan
ini sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting seseorang, seperti kelahiran
dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan atau akte resmi. Namun
demikian, pencatatan ini tidak berpengaruh pada sah tidaknya sebuah perkawinan.
Karena pada pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa sebuah perkawinan baru sah jika
dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Terdapat dua tafsiran mengenai keterkaitan antara ayat (1) dan ayat(2)
tersebut. Satu pendapat menyatakan bahwa masing-masing ayat tersebut berdiri
sendiri, sehingga pencatatan perkawinan tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya
akad nikah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan kedua ayat tersebut saling
terkait, sehingga pencatatan perkawinan berpengaruh pada sah tidaknya
perkawinan.® Dari dua pendapat ini, yang banyak dipegang oleh pakar adalah

pendapat vang kedua. Menurut pendapat kedua ini, pencatatan dilihat hanya

2 1 ihat halaman 2.
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sebagal syarat administratif yang tidak berpengaruh pada kesahan perkawinan.
Dan dalam prakteknya di KUA, pencatatan memang dianggap sebagai svarat
administratif saja.*"

Pendapat yang kedua di atas kemudian dikuatkan lagi oleh UU no. 22 tahun

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak’ dan I.{Ujuk. Pasal 3 UU int menyebutkan
beberapa perbuatan pidana pelanggaran dan ancamanitya yang berkaitan dengan
pencatatan perkawinan.® Dan dari sekian ancaman yang disebutkan, tidak ada
vang berkaitan dengan kesahan perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
terjadinya perbuatan pidana tersebut tidak sampai mengakibatkan batalnya
perkawinan.

Kompilasi Hukum TIslam, sebagai rujukan utama para praktisi hukum
keluarga Islam di Indomesia, juga menepaskan bahwa sebuah perkawinan
dikatakan sah jika dil’a}csanakan menurut hukum Islam.™ Ada istilah lain yang

disebutkan KHI untuk perkawinan, yaitu perkawinan yang tidak memiliki

kekuatan hukum.*® Namun maksudnya bukan berarti perkawinan tersebut tidak

) Wawancara dengan Drs. Muhammad Nurdin pada tanggal 30 September 2000, dan
Drs. Masrehan Syaifurrozi pada langgal 23 September 2000,

™ Dalam pasal 3 UU no. 22 tahun 1946 lersebut ada tiga macam perbuatan pidana
pelanggaran yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, yaitu

a. Pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah} bagi mereka yang mejakukan
akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang berwenang.

b. Pidana kurungan bagi selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
100,- (seratus rupiah) bagi orang yang menjalankan pekerjaan mencatat {mengawasi) dengan
tidak ada haknya.

c. Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 100,- (seratus rupiah) bagi
Pegawai Pencatat Nikah yang memungut biaya pengawasan nikah melebihi yany ditetapkan
oleh Menteri Agama, atau PPN yang tidak memasukkan nikah ke dalam buku pendaftaran, atau
tidak memberi .cutipan dari buku pendaftaran yang diawasinya. '

1) Lihat KHI, pasal 2 ayat (1).

2 Lihat KHI, pasal 4 ayai {2)
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sah, me_lainkan karena perkawinan itu dilakukan di luar pengawasan PPN,
sehingga tidak melalui prosedur pencatatan vyang berlaku®® Akibatnya,
perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, yang merupakan
bukil otentik pernikahan.é“’ Ketentuan ini menjadi penjelasan tambahan bagi
ketentuan pencatatan perkawinan yang dalam UU no. | tahun 1974 disebutkan
dengan sangat umum (trdak spesifik). Atau dengan Kata lain, kedudukan
pencatatan perkawinan menjadi lebih jelas dalam prosesi pernikahan, yaitu
menentukan apakah sebuah pernikahan mempunyai kekuatan hukum atau tidak
tergantung pada ada-tidaknya akta nikah sebagai bukti otentiknyva.

Ketentuan hukum positif di atas tidak bertentangan dengan hukum Islam,
karena dalam konsep hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak termauk penentu
kesahan akad nikah. Namun demikian, Islam tetap memandang bahwa pencatatan
verkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perkawinan.
Kalau dalam hai utang piutang Islam begitu menganjurkan adanya pencatatan,™
maka apalagi dalam hal perkawinan yang tentunya lebih penting dan lebih
kompleks dari urusan utang piutang (Zadayun). Selain itu ada juga sebuah hadis
Nabi saw. yang menyinggung perihal penulisan ini, yaitu yang berkaitan dengan
anjuran Nabi Muhammad saw. untuk menulis (mencatat) orang-orang yang

berikrar masuk agama Islam. Hadis tersebut berbunyi:

) Ibid., pasal 6 ayat (2).
= Ibid., pasal 7 ayat (1).

1 Al-Baqarah (2) : 282.
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Dari hadis ini dapat dipahami bahwa suatu peritiwa penting, seperti masuk Islam,
hendaknya ditulis dalam suatu catatan. Pernikahan yang juga merupakan peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang, tentunya sangat dianjurkan untuk dicatatkan
dalam suatu bukti (akta) teriulis.

Dalam hukum perkawinan Islam, ketentuan mengenai saksi dan wafimah
didasarkan pada satu kepentingan yang sama dengan ketentuan pencatatan dalam
hukum positif. Dengan dicatatnya sebuah perkawinan, maka perkawinan tersebut
akan memiliki alat bukti berupa Akta Nikah, yang akan mencegah hal-hal yang
bermaksud merusak dan atau membatalkan akad nikah yang telah terjadi
Kemanapun kedua pasangan suami istri pergi, maka tidak ada yang dapat
memisahkan keduanya selama mereka masih memegang Akta Nikah.

Menurut Jumhur Ulama, dengan pensyari’atan saksi pada waktu akad,
pernikahan menjadi memiliki bukti, sekaligus juga dapat dijadikan sebagai media
untuk mengumumkan (7 ’/an) pernikaban itu kepada orang lain. Mengenai saksi int

As-Sayyid Sabiq mengatakan :

™) 4bi ‘Abdillah al-Bukbar Abi ‘Abdillah al-Bukhir, Sabik Abi ‘Abdillah al-Bukhéri bi
Syark al-Kirmay, "kitab al-Jikad wa  as-Sepr" (t1.p.: Dar al-Fikr, t.1.), XIII : 56. Hadis nomor
2851, yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Yusul dari Sufyan dan al-A'masy dari Abi Wa'll
dari {Juzaifak. ’
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sedangkan mengenai /’/an nikah, As-Sayvid mengatakan
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Dalil yang dipakai oleh As-Sayyid untuk 7°/an nikah ini adalah hadis Nabi

Muhammad saw. yang berbunyi :

W daw i el oS Y1 Ll

Sesuai dengan yang dikatakan As-Sayyid Sabiq diatas, Muhammad
Abu Zahrah juga menegaskan bahwa di antara tujuan keberadaan saksi pada
waktu nikah adalah agar pernikahan tersebut tersebar dan diketahui oieh orang

banyak. Muhammad Abu Zahrah mengatakan :

) As-Sayyid., Al-Figh., hlm. 169.
N Jbic, hlm. 333.
3D Abu ‘Tsz Mubammad ibn “Isa ibn Surah, Al-Jams’ as-Sabil wa hwa Sunan at- Turm iz

(Beirut: Dar  al-Kutub al-‘limiyyah, 1958), 1 : 411, Hadis ini diriwayatkan dari Yusufibn
Hammad al-Basri dari “Abd al-A’la dari Sa’id dari Qatadah dari Jabir ibn Zaid dari Ibn * Abbas.
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Apa yang dikatakan oleh As-Sayyid Sabigq dan Muhammad Abu Zahra;.h

mengenai saksi dan 7’[an nikah di atas, merupakan pemahaman dari sabda

Rasulullah saw:, :

m sl gy -CL<A1 ke

dan gaul sahabat Nabi, yaitu Abu Bakr As-Siddig :

ke ot s g S IS %Y

Ulama Malikivyah memiliki redaksi berbeda mengenai syarat saksi dalam
m'kah, tapi tujuannya sama, yaitu agar pernikahan dapat tersebar dan diketahu
oleh orang banyak. Dalam mazhab Maliki, saksi bukanlah termasuk syarat atau
rukun nikah. Yang wajib dalam akad nikah adalah a/-7°/an, atau memberitahukan
pemnikahan tersebut pada khalayak umum, sehingga masyarakat tahu bahwa

pernikahan tersebut telah benar-benar dilaksanakan.®

*3) Mubammad Abu Zahrah, al~Akwal him. 18-59.

3 Muhammad ihn lsma'il al-Kahlani, Subul a~-Salam {Semarang: Thaha Putra, t.t.), 1!l :
116. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Zubair, dan disahihkan oleh al-Hakim.

>N Muhammad Abu Zahrah, al-Abwal hlm. 59.

3 Lihat halaman 13-14 pada Kerangka Teoritik.
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Akhirnya dapat dikatakan bahwa kedudukan pencatatan pernikahan (kitabah
an-Nikalp), baik dalam hukum Islam maupun -hukum posttif, bukan merupakan
penentu keabsahan perkawinan. Pencatatan hanya merupakan syarat administratif
yang melengkapi prosesi pernikahan. Dengan pencatatan, sebuah perkawinan
menjadi memiliki kekuatan hukum dengan adanya akta nikah sebagai bukti

otentiknya.

C. Isbat Nikal sebagai Solusi Alternatif

Dalam uraian sebelumnya telah disebutkait bahwa dalam hukum Islam tidak
ada konsep khusus tentang pencatatan perkawinan. Namun dalam hukum Islam
telah ada solusi antisipatif bagi perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan.
Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa jika sebuah perkawinan diragukan
keberadaannya, maka dapat dilakukan 7sbaf azzawaj melalui 2 cara, yaitu :
1.Dengan al-Bayyinah, atau dengan mendatangkan bukti-bukti tertentu yang
membenarkan bahwa sebuah perkawinan telah benar-benar tejadi. Misainya
dengan mendatangkan saksi hidup yang menghadiri langsung akad nikah
tersebut.

2.Dengan alIgrar, atau dengan melakukan sumpah bahwa sebuah perkawinan
telah benar-benar terjadi. Sumpah ini dilakukan oleh suami dan atau istri.*®

Ketentuan mengenai isbat az-zawaj itu kemudian diambil nleh Kompilasi

Hukum Islam (KHI} untuk menyelesaikan kasus-kasus perkawinan yang tidak

3} Mubammad Abu., A/-Afwal | hlm, 316-318.
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memiliki .bukti Akta Nikah, yaitu pada pasal 7 ayat (2).*" Pasal 7 ayat (3)

menyebutkan bahwa /shat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama

terbatas mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perkawinan dalar_n rangka menyelesaikan perkawinan.

2. Hilangnya akta nikah.

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknyva salah satu syarat perkawinan.

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang no. 1
tahun 1974.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,

Dari lima alasan untuk mengajukan isbaf nikah ke PA tersebut tidak ada
yang mencanfumkan alasan kelalaian Pegawai Pencatat Nikah. Ini bukan berarti
bahwa kasus yang banyak terjadi di Kecamatan Saptosari tidak bisa dimintakan
isbat nikaf Karena dalam peraturan lain, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (BW) pasal 101 menyebutkan bahwa untuk “register-register yang tidak
pernah ada” dapat dimintakan keputusan hakim untuk membuatnya. Para
pasangan yang nikah di Kecamatan Saptosan juga tidak pemah memiliki Akta
Nikah, karena pemnikahan mereka tidak terregister/terdaftar di KUA. Dan untuk
itu, mereka bisa meminta pertimbangan hakim untuk meperoleh Akia Nikah.
Pasal 101 itu selengkapnya berbunyi : |

“Apabila ternyata, bahwa register-register itu tidak pernah ada atau hilang atan pola
akta perkawinannya tidak ada di dalamnya, maka terserah pada pertimbangan

*7) Ketentuan mengenai isbai nikal ini juga merupakan kontribusi KHI bagi proses
pencatatan perkawinan, sebagai jalan keluar apabila suatu pemnikahan yang sah tidak dapar
dibuktikan dengan akta nikah.
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hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal
saja hubungan selaku suami istri jelas adanya”

Pasal in1 masih berlaku berdasarkan pasal 66 UU no. 1 tahun 1974, yang
menyatakan bahwa ketentuan selain UU no. 1 tahun 1974 dinyatakan tidak
berlaku sejauh teiah diatur dalam UU Perkawinan vang baru. Kasus kelalaian
pegawai pencatat nikah dalam mengawasi proses pencatatan nikah belum diatur
oleh UU no. 1 tahun 1974. Sehingga untuk itu pasal 101 KUH Perdata masih
dapat diberlakukan.

Akhimnya, dapat dikatakan bahwa sebagai jalan keluar bagl warga yang
perkawinannya tidak tercatat adalah hanya dengan isbat nikah . Alasan yang dapat

diajukan untuk meminta ishaf nikah adalah karena hilangnya akta nikah.*®

3% Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3).



BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagali
berikut :

1.D1 wilayah Kecamatan Saptosari masih terdapat perkawinan tidak tercatat,
vang terjadi ketika Saptosan masih berada di bawah Kecamatan Paliyan, yaitu
sekitar tahun 1975 sampai dengan tahun 1982, Jumlah pasti tentang
perkawinan tidak tercatat itu belum dapat ditentukan, karena KUA sebagai
instansi yang berwenang belum melakukan pendataan resmi.

2. Perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Saptosari disebabkan oleh
kelalaian (kesélahan dan kesengajaan) oknum pegawai pencatat nikah dan
masih kurangnya pe;ngetahuan dan kesadaran masyarakat Saptosari akan
hukum, baik hukum Islam maupun hukum posifif.

3. Sélusi yang ditawarkan oleh pihak KUA Saptosari. dan PA Wonosari untuk
memperoleh akta nikah hanya dengan meminta isbal nikah di pengadilan
agama. Sedangkan praktek vyang dilakukan oleh pihak KUA dengan
mengadakan akad nikah ulang (untuk kedua kalinya), seperti yang diseb_utkan
pada awal skripsi ini, adalah tidak benar, batk menurut Hukum Tslam maupun

=

Hukun Positif. . /
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4 Pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. Sebush
perkawinan dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat dan- rukun, sedangkan
pencatatan tidak termasuk ke dalam syarat atau rukun nikah. Dalam hukum
posilif pencatatan ini merupakan syarat administratif saja. Karena pencatatan
bukan merupakan syarat atau rukun nikah, maka perkawinan pada kasus-kasus

yang diangkat dapat dinyatakan sah.

RB. Saran —saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sainpaikan adalah :

1. Kesadaran hukum masyarakat agar lebih ditingkatkan, meialui sosialisa-si suafu
produk hukum positif, sehingga dalam pslaksanaannya nanti tidak banyak
muncul masalah.

2. Pa_ra pegawai pencatat mikah hendaknya lebih bertanggung jawab dalam
melaksanakan tugasnya, karena kekuatan hukum sebuah perkawinan
ditentukan oleh akta nikah yang diperoleh melalui proses pencatatan.

3. Isbat nikah sebagai satu-satu solusi bagl perkawinan tidak tercatat yang terjadi
di Kecamatan Saptosari, hendaknya dilakukan dengan biaya yang lebih dapat
dijangkau oleh waga masyarakat. Sebab biaya yang terlalu tinggi hanya akan

menyebabkan warga enggan untuk berurusan dengan pengadilan.
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BAB )

Tujuan umum Syars/’ dalam penetapan hukum
adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan
bagi manusia, dengan kewajiban yang bersifat
darurjy dan dengan pemenuhan (kebutuhan-
kebutuhan yang bersifat) fajiy dan rahsiniy.

Hukum 1tu dibuat berdasarkan kemaslahatan yang
(paling) kuat.

Segala macam ke-mudara-an (bahaya, kerugian)
itu (harus) dihilangkan.

BAB II

Suatu agad yang menghalalkan hubungan (suami
istr1) dan tolong menolong antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan serta sekaligus
menetapkan kewajiban dan hak terfentu atas
mereka berdua.

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia
kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu:
wanita-wanita dan anak-anak...

Dan diantara tanda-tanda kekvasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasth sayang...

Dan Allah telah menjadikan bagi kalian istri-istri
dari jenis kalian sendiri, dan menjadikan anak-
anak dan cucu-cucu yang juga dari jenis kalian
sendiri. ..

Hai sekalian manusia, bertaqgwalah kepada
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‘| Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang

Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari
seorang diri dan dari padanya, Allah menciptakan
istrinya, dan dari pada keduanya Allah |
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan |
yang banyak. ..

Tidak sempurna ibadah seorang hamba hingga ia
menikah. o

Hatinya tidak akan lepas dari gejolak syahwat
hingga ia menikah, dan ibadah tidak akan
sempurna kecualt dengan kelapangan hati.

diantara kamu dan orang-orang yang saleh dari
hamba-hambamu, jika mereka miskin uniscaya
Allah akan memberi mereka kekayaan dari
karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi
Maha Mengetahui.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang
yang seandainya meninggalkan di belakang
mercka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. ..

Tiga orang yang hak atas Allah untuk menolong
mereka: orang yang berjuang di jalan Allah,
seorang hamba yang ingin melaksanakan Haji, dan
seorang yang menikah karena ingin lepas dan
kenuskinan.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu
sendin, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih sayang...

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia
kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu:
wanita-wanita dan anak-anak. ..

Hai kalian yang mengatakan ini dan itu.. Adapun
saya (Rasulullah saw.), Demi Allah, adalah orang
yang paling takut dan paling bertakwa kepada
Allah dibandingkan kalian, akan tetapi saya
terkadang puasa terkadang tidak, saya shalat dan

I
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Juga duduk, dan saya juga menikahi wanita-
wanita. Maka barang siapa yang tidak senang
dengan sunnahku, maka ia tidak termasuk
golonganku.

Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian
yang telah mampu menikah, maka menikah!ah ia,
karena nikah itu menahan mata dan lebih baik
bagi kemaluan.

Rasulullah saw. telah menyuruh untuk menikah
dan sungguh-sungguh melarang membujang,

Bagian dari hakikat sesuatu; unsur eksternal dari
hakikat sesuatu.

Wanita mana saja yan nikah tanpa izin suaminya,
maka nikahnya batal (3 kali), jika suami telah
mengumpull 1strinya wajib maka istri berhak atas
mahar, a&tas apa-apa yang telah dihalalkan dari

farjinya. Dan jika para wali enggan, maka

hakimiah yang menjadi wali bagi orang-orang
yang tidak mempunyai wali.

BABIV

Pada dasarmnya, dalam hukum Islam akad-akad
(hukum) tidak disyaratkan untuk ditulis dalam
suatu (akta) perjanjian, baik yang tertulis maupun
tidak tertulis, dan jika orang ingin menempatkan
akad-akadnya dalam sebuzh akta perjanjian
tertulis, itu dikarenakan mereka takut kalau-kalau
ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian
1tu.

Tulislah oleh kalian bagiku (Rasulullah saw.)
orang yang melafalkan (masuk) Islam di antara
manusia.

Akad nikah tidak sah tanpa (adanya)bukti, dan
bukti ini hanya terwujud dengan hadirnya saksi
pada waktu (pelaksanaan) akad nikah, meskipun
7an-nya dihasilkan melalui cara yang lain.

Secara syara', ;fan (mengumumkan) pernikahan
itu_sangat dianjurkan agar pernikahan tersebut

Il
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tidak termasuk pernikahan sirri yang dilarang
(oleh agama), dan wuntuk memperlihatkan
anugerah yang telah dihalalkan Allah dan yang
baik-baik. Dan dengan /%az ini, sebuah pernikahan
dapat diketahui oleh orang banyak.

Al-Bagaya (pelacur) adalah orang-orang yang
menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya
bukti.

Sesungguhnya tujuan dari keberadaan saksi (pada
waktu akad nikah), adalah agar pernikahan
tersebut dapat diketahui oleh orang banyak, dan
dengan 77an im akan dapat dibedakan mana yang
halal dan mana yang haram.

Umumkanlah pemikahan walau dengan seekor
kambing,

Nikah Sirri tidak diperbolehkan hingga ia
diumumkan dan disaksikan oleh orang Iain.

v




Lampirqn in:

BIOGRAFI PARA ULAMA

imam Abu Han:fah

Imam Abu Hanifah di lahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H/699 M.
Nama beliau yang sebenamya adalah Nu'man bin Sabit bin Zauta bin
Muhammad. Sejak  kecil beliau suka kepada pengetahuan, terutama
pengetahuan yang bersangkut paut dengan hukum-hukum agama (Islam).
Ada sekitar 200 ulama besar yang permnzh beliau ambil dan serap ilmu
pengetahuannya, sehingga pada akhirnya beliau tampil sebagai mujtahid
besar yang sampai detik ini hasil pemikirannya banyak diikuti oleh umat
Islam. Pengetahuannya di bidang figh dan ilmuw figh begitu luas dan
mendalam, sehingga beliau terkenal sebagai bapak atau pemuka bagi oang-
orang yang ahli tentang ilmu figh. Asy-Syafii pernah berkata, "Abu
Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama figh . Beliau wafat pada
tahun 150 H./ 767 M dan dimakamlkan di al-Khaizaran Bagdad.

Tmam Malik

Nama beliau adalah Malik bin Anas bin 'Amir bin Amr al-Asbah] al-
Madani. Beliau terkenal dengan Imam Dar al-Hijrah (Imam kota Madinah
al-Munawwarah). Kakelmya vang bemama Abu Amir adalzh salah
seorang sahabat Rasullah. Beliau dilahirkan padatahun 93 H./712M di
kota Madinah dan terdidik dalam suasana perkembangan ilmu-ilmu agama
di kalangan para sahabat, tabi'in, kaum Ansar, para cerdik pandai dan para
ahli hukum agama (Islam). Sejak kecil beliau belajar membaca al-Qur'an
dengan lancar di luar kepala, dan mempelajari pula tentang Sunnah. Dan
selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada ulama dan fugaha' di kota
Madinah, sehingga beliau menjadi scorang pemuka tentang Sunnah dan
sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz. Imam Abu Hanifah
sendiri pemah berkata : " Saya belum pernah menjumpai seorangpun yang
lebih alim dan pada Malik". Beliau wafat pada bari Ahad tanggal 10 bulan
Rabi'ul Awwal 179 H/ 798 M dalam usia 87 tahun.

Imam Asy-Syafi'i

Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M dengan
nama lengkap Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Belian
hidup pada masa Dinasti Abbasiyah ketika khalifahnya dijabat oleh Harun
ar-Rasyid, al-Ma'mun dan al-Ma'sum. Beliau wafat di Fustat, Cairo pada
tahun 204 H/20 Januan 820 M.
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Imam Hanbali

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau di
lahirkan pada tahun 164 H/780 M, di Bagdad. Beliau dikenal juga dengan
nama Abu Abdillah karena puteranya bernama Abdullah. Beliau juga
hidup pada masa pemerintahan al-Ma'mun, salah seorang khalifah dalam
Dinasti Abbasiyah. Waktu itu aliran Mu'tazilah sedang berada di puncak
kejayaannya. Sejak kecil beliau tidak pernah mengenyam kasih sayang
seorang ayah, karena ayahandanya telah wafat sewaktu beliau masih kecil.
llmu pengetahuan yang pertama kali beliau pelajari adalah ilmu
pengetahuan agama dan alat-aiatnya. Pengetahuan ini beliau pelajan
secara inendalam sejak kecil di kota Bagdad, kota kelahirannya sendiri.
Kemudian setelah beliau berusia 16 tahun, barulah berangkat mencari ilmu
pengetahuan ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeni, seperti Kufah,
Yaman, Makkah dan lain-lain. Dari perantauannya ke herbagai negeri
itulah yang membuat beiiau terkenal sebagai salah satu imain mazhab
empat yang sangat terkenal itu, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali
sendiri. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan tidak berakhir hingga dia
mendapat  gelar imam mazhab akan tetapi hingga menjelang hari
wafatnya. Pernah beliau ditanya : "Sampai kapan engkau berhenti dari
mencari ilmu pengetahuan, padahal engkau kini sudah mencapai
kedudukan yang tinggl, dan engkau telah menjadi imam bagi kaum
muslimin?”. Mendengar pertanyaan itu lantas beliau menjawab, "bersama
tinta ke liang kubur". Demikianlah kerajinan beliau dalam menuntut ilmu
pengetahuan, sampai beliau terkenal sebagai ahli hadis dan hukum. Beliau
wafat “pada hari jumat tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H/ 855 M, dan
di makamkan Bab al-Harb Bagdad.

Tmam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismafil bin
Tbrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. Nama yang terakhir
inilah yang terkenal di kalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada hari
jum'at 13 Syawwal 194 H/21 Juli 810 M di kota Bukhara. Pada tahun 210
H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji,
kemudian tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari para fugaha' dan
muhaddisin. Setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab
at-Tarikh al-Kabir. Pada waktu muda beliau telah hafal 70.000 hadis
beserta sanad-sanadnya. Dalam menjumpai imam-imam hadis, beliau
melawat ke Bzgdad, Kufah, Syam, Himas, Asgalan dan Mesir. Pada masa
tuanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kota kecil di Samarkand dan
wafat di sana pada tanggal 30 Ramadan tahun 256 H/31 Agustus 870 M.
Karyanya yang paling terkenal dalam bidang hadis adalah Saliih al-
Bukhari.
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Imam Muglim

Namna lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslitn ibn al-Hajjaj al-Qusyaili
an-Naisaburi, lahir di Naisaburi pada tahun 204 H. Dalam perantanannya
untuk menemu imam-imam hadis, beliau pergi ke Hijaz, Irak, Syam,
Mocsir, dan kota-kota lainnya. Beliau meriwayatkan hadis antara lain dari
Ibnu Hanbal, Ishaq, lbn Rawaih dan lain-lain. Ulama yang meriwayatkan
dari beliau antara lain at-Turmuzi, 1bn Huzaimah, Yahya ibn Sa’is, 'Abdur
Rahman ibn Abu Hatim. Buah karyanya ialah: Sahik Muslim, Tabagat at-
Tabi’in dan al-T/al. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 261 H di Nasabat,
sebuah kampung di Naisaburi.

Muharmmad Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ulama Mesir, ahli hukum Islam terkemuka di dunia
Arab, bahkan di dunia Isiam. Meramatkan pendidikan iingginya di
Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, hingga meraih gelar Doktor. Kemudian
beliau dikirim ke Perancis dalam suatu misi 1'miah yang di sebut Bi’sat u!
Malik Fouad I, di mana beliau memperoleh lagi titel Doktor dalam ilmu
hukum Islam. Setelah pulang dari Perancis beliau menjadi dosen pada
fakultas hukum jurusan hukum Islam di Universitas Fouad 1. Namanya
cepat menanjak sehingga pada penghabisan tahun 50-an beliau diangkat
menjadi guru besar pada jurusan ilmu hukum Islam pada Universitas
tersebut. Di samping itu pada tahun yang sama beliau diminta kesediannya
untuk mengajar pada Universitas al-Azhar. Beliau juga pernah memberi
kuliah pada Ma’had ad-Dirasah al-Islam1yah (Islamic Institute Studies)
yang didirikan Liga Arab.

N I



DEFARTEMEN AGAMA RL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FARULTAS :: SYARI ™ AH

Alamat Jazlan Lsksdse AdiSucipte,Telp.512840,Yogyakarta 55221

lomor : IN/I/DS/PP.01.1/ 62 /1888 Yogyakarta 30 Sepiemper 2008

Lamp :

izl : Permohonan untuk mengsadakan . Kepads
Wawancara/Interview ' YthKetus Pemgadilaw Agama

Assalamu 'alaikum Wr.Wh.

Dengan i1ni kamil beritahukan denzan hormat,bshwa untuk ke-

lengkapan penvusunan Skripsi dengsasn EPdUl -
* KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN BATNYA

.............................................................

Eami mengharap dengan hormat dapstlah kiranya Bapsk memberi-
kan ijin Bagi Mahasiswa kawni

Nama . Muhannad Iqbal
Nomor:induk : 8431.2281. . ........
Semester DOXIITI. .. e
Jurusan : Peradilam Agapa |

Untuk mengadakan Wawancara vang bersifat umum, berksitan
dengan : , Perkawinam yang tidak tercatat dam aliermstif-

RKemucdian atas perkenan Bapsk selanjutnya kari ucapkan banyak
terima kasih.

Wassalawmn ‘alaikum Wr. Wb
_A.n . REKTOR

Tembusan Kepada Yth : NIP.150215881.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
Sebagai Laporan,
2. Ar s ip,

—_—



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kepatlhan Danurejan Telepon : 4583, 3591
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN / IZIN
" Nomeor : 070 / 3797

Dekan Fak. SyariahTAINW Ho. INS/I/DS?PP.009/75/2000
Hal ;3 EBkomendasi Pelaksansan Risst Tanggel 30 Juni 2000

Membaca Surat
Mengingat : L Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber
. dan Potensl Daerah,
2. Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dl Lingkungan Departemen Dalam Negerl.
3. Keputusan Kepala Deerah lstimewa Yogyakarts Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana
Pemberian lzin bagl setlap Instansl Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan
Pendataan / Penelitian,

Diizinkan kepada

Nama ‘ Mubammed Igbal = NIM 3 94312251

Alamat Instanst  ; Jl. Adisucipto,Yogyakarta

Judul . KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAYN DAY AKTBATNYA
-Lokasi ¢ Gumung Xidul

Waktunya :  Mulal pada tanggal 5 Juli 2000 s/d 5 Okbober 2000

Dengan ketentuan :

L. Terleblh dahulu menemul/melaporkan dirl Kepada Pejabat Pemerintoh setempat (Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah)
untuk mendapal petunjuk seperlunya.

2 Wajib menjage tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

3. Wajlb memberi laporan hasll penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta {c/q Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),

4. lzinini tidek disalahgunakan untuk tujuan lertentu yang dapat menggangqu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan
untuk kepertuan limiah.

5 Surat lz!n Inl dapot diajukan lagl unituk mendapat perpanjangan hila diperlukan.
6. Surat Izin Ini dapat dibatalkan sewakiu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharep para Pejabat Pemerintah setempat dapat iemberi bantuan seperiunya.

Dlkeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Jquli 2000
An, GUBERNUR

KEPALA DAERAH! ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

TEMBUSAN kepada Yth.:
1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimews Yngyakarla

(sebagal laporan) L g PEREICLET
2. _Ka.DitL Sosgol?’r insi DIY, /.,7@:9 s ES@ EAN'
3, XX&. Kanwil DBp dgama Prop. DIY ey as

4'. Bupati GumngKidul,cq. BAPPEDA
RBktor IAIN Snan Kalidogo
f-s\ Pertinggal -

I.' I ";
" ."J‘id ‘E.L:a’_’f.}

e



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

- — . ]

SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor . 070 / /%<,

embaca surat : Ketua BAPPEDA Propinsi D.l. Yogyakarta Nomor . ¢70/ 3799, tgl. 4 Juni 2000
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Risel
lengingat : 1. Keputusan Mendagri Nomor 8 Tahun 1983 tentang : Pedoman Pendataan Sumber

dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Mendagri Nomor 61 Tahun 1883 tentang : Pedoman Penyelenggaraan
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di ingkungan Depdagni.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/ KPTS / 1888 tentany :
Tatalaksana Pemberian lzin bagi setiap Instansi Pemetintah maupun non
Pemerintah yang melakukan pendataan / penelitian.
iizinkan kepada

ama :  Muhammad iqbal.

» Mahasiswa T 94312251

tkulias :  Syari'ah AN 'SUKA’ Yk,
amat Instansi . JL Adisucipto Yogyakaria,
amat Rumah : Sapen GKIHTIAYK.
perluan

Mengadakan Penelitian guna menyusun Skrisi dengan mengambil judul
“KEDUDUKAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA “

kasi . Desa Kepek & Jetis Kec, Saptosari.
1sen Pembimbing i 1. Drs. HM. Thaha AR.
akiu penefitian . Mulai tanggai 05 - 07 - 2000 S/d 05- 10 - 2000

mngan Ketentuan

" Terlebih dahuli memenuhi / melaporkan diri kepada Pejabat setempat { Camat, Lurah / Kepala Desa,
Kepala Instansi ) untuk mendapatkan pelunjuk sepetiunya.

Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan setempat vang berlaku.

Wajib membetikan aporan hasil peneltiannya kepada Bupati Gunungkidul ( Cq. BAPPEDA Gunungkidul ).

Izin ini lidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan
hanya digunakan untuk keperiuan itmiah.

Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

- Sutat Izin ini dapat dibatakan sewakiu — wakiu apabila ketentuan — ketentuan tersebut diatas tidak
dipenuhi.

mudian diharap para Pejabat Pemerintah setempal untuk memberi bantuan seperiunya.

Dikeluarkan di :Wonosar
Pada tanggal : 6 - Jul - 2000
¥ Br RUPATI GUNUNGKIDUL

usan kepada Yth :

apak Bupall Gununghkidul

sebagai laporan )

3dr. Kaken Sospol Kabupaten Gummgkidul
3dr. Ka. KUA Kec. Saptogari

3dr. Camat Septogaric30582*1

3dr. Ka. Desa Kepek & Jetis Kec. Saptosari
idr, Rektor IAIN 'SUKA' Yk



PEMERINTAH KABUPATEN TINGKAT II GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SAPTOSARI

SURAT KETERANGAN
No. ; WW 536

Yang bertanda tangan di bawah i Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Saptosari , menerangkan bahwa saudara :

Nama : Muhammad Igbal

NIM 1 9431.2251

Fakultas : Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yk.
Alamat Instansi : J1. Laksda Adi Sutjipto Yk.

Alamat di Yogya : Sapen GK /547 Yogyakarta
tersebut telah melakukan penelitia.ﬁ dan wawancara guna menyusun skripsi dalam
rangka menyelesaikan studi dengan judul : “KEDUDUKAN PENCATATAN
PERKAWINAN DAN AKIBATNYA (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari
Gunungkidul)”, pada masyarakat wilayah Kecamatan Saptosari Kabupaten
Gunungkidul, mulai tanggal 3 Agustus 2000 sampai dengan 4 Oktober 2000.
Demikian  surat keterangan ini Kami buat, agar dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Dibuat di Gunungkidul
Pada tanggal 5 Oktober 2000




DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SURAT KETERANGAN
No. :

Yang bertanda tangan di bawah, ini Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Saptosari, menerangkan bahwa sandara :

Nama : Muhammad Igbal

NIM 1 9431.2251

Fakultas : Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yk
Alamat Instansi : JI. Lakeda Adi Sutjipto Yk

Alamat di Yogya : Sapen GK I/547 Yogyakarta
tersebut telah melakukan penelitian dan wawancara guma menyusun skripsi dalam
rangka menyelesaikan studi dengan judul : “KEDUDUKAN PENCATATAN
PERKAWINAN DAN AKIBATNYA (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari
Gunungkidul)”’, pada masyarakat wilayah Kecamatan Saptosari Kabupaten
Gunungkidul, mulai tanggal 3 Agustus 2000 sampai dengan 4 Oktober 2000.

Demikian surat keterangan ini Kami buat, agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Dibuat di Gunungkidul
Pada tanggal 5 Oktober 2000

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
atan Saptosari




PEMERINTAH KABUPATEN TINGKAT II GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SAPTOSARI
DESA JETIS

SURAT KETERANGAN
No.: &7 /pem [ */46v0

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Jetis, menerangkan bahwa

saudara :
Nama | : Muhammad Iqbal
NIM - 9431.2251
Fakultas : Syari’ah [AIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi : J1. Laksda Adi Sujtipto Yogyakarta

Alamat di Yogya : Sapen GK 1/547 Ykt.
tersebut telah melakukan penelitian dan wawancara guna menyusun skripsi dalam
rangka menyelesaikan studi, dengan judul : “Kedudukan Pencatatan
Perkawinan dan Akibatnya (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari
Gunungkidul)”, pada masyarakat wilayah Desa Jetis Kecamatan Saptosari
Gunungkidul, mulai tanggal 3 Agustus 2000 sampai dengan 4 Okiober 2000.
Demikian Surat Keterangarn ini Kami buat agar dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Dibuat di Gunungkidul




PEMERINTAH KABUPATEN TINGKAT II GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SAPTOSARI
DESA KEPEK

|

; — —_—

SURAT KETERANGAN

No. : 201 /051 365]2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kepek, menerangkan

bahwa saudara :
Nama : Muhammad Igbat
NIM : 9431.2251
Fakultas : Syart’ah IAIN Sunan Kaljjaga Yogyakarta
Alamat Instansi : J1. Laksda Adi Sujtipto Yogyakarta

Alamat di Yogya : Sapen GK 1/547 Ykt.
tersebut telah melakukan penelitian dan wawancara guna menyusun skripsi dalam
rangka menyelesaikan studi, dengan judul : “Kedudukan Pencatatan
Perkawinan dan Akibatnya (Studi Kasus di Kecamatan Saptosari
Gunungkidul)”, pada masyarakat wilayah Desa Kepek Kecamatan Saptosari
Gunungkidul, mulai tanggal 3 Agustus 2000 sampai dengan 4 Oktober 2000.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat agar dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Dibuat di Gunungkidul
488 tangpal 5 Oktober 2000
R Desa Kepek




—
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MATERI WAWANCARA DENGAN
KEPALA KUA KECAMATAN SAPTOSARIGUNUNG KIDUL

Fai-hal seputar perkawinan-perkawinan yaﬁg tidak tercatat yang

terdapat di wilayah kerja KUA Kecamatan Saptosari :

A. Keberadaan pasangan nikah yang tidak memiliki Duplikat Akta
Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan mereka sampai tidak
tercatat.

Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum,

khususnya yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan, dilihat

dari praktek pencatatan perkawinan yang terdapat di wilayah kerja KUA

Kecamatan Saptosan. |

Kedudukan pencatatan perkawinan terhadap sah-tidaknya sebush

perkawinan.

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI}.

. Jalan keluar atau solusi seperii apa yang ditawarkan oleh peraturan

perundang-undangan dan atau PPN (dalam hal im KUA), guna
memeczhkan masalah yang dihadap1 oleh pasangan-pasangan nikah
vang tidak memiliki Duplikat Akta Nikah, yang terdapat di wilayah
kerja KUA Kecamatan Saptosari.

Hal-hal seputar Itsbat Nikah dan akad nikah ulang sebagai solusi
alternatif. |

P



MATERI WAWANCARA DENGAN

PASANGAN YANG PERNIKAHANNYA TIDAK TERCATAT

1. Hal-hal seputar pelaksanaan akad nikah mereka :
2. Kapan akad nikah dilaksanakan;
b. Apakah syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi atau belum;
¢. Bagaimana prosedur pendaftaran sikah yang mereka lakukan;
d. Siapa (PPN) yang mengawasi jalannya akad nikah;
e. Apakah mereka memiliki akta nikah atau tidak; kalau tidak, apakah mereka
pernah mencoba memeriksanya di KUA Paliyan,
f Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan mereka sampai tidak tercatat.
2. Tingkat kesadaran dan pengetahuan warga terhadap hukum, khususnya yang
berhubungan dengan pencatatan perkawinan, dilihat dari prakiek pencatatan
perkawinan yang terdapat di wilayah kerja KUA Kecamatan Saptosari.
3. Bagaimana sikap mereka dalam menghadapi permasalahan akta nikah yang
tidak pernah mereka miliki ifu.

4. Apausaha warga untuk memiliki/mencari duplikat akta nikah.



DAFTAR PASANGAN NIKAH YANG DIWAWANCARAI

1. Bapak Paris dan ibu Sutarmi

2. Bapak Mardi Sentono dan ibu Sri

3. Bapak Kertowiyono dan ibu Wasirah
4. Bapak Sadiman dan ibu Sr1 Karmilah
5. Bapak Mardiyono dan ibu Sikrak

6. Bapak Yardi Sentono dan ibu Wahyuti
7. Bapak Kimo Wiyono dan ibu Sulas

8. Bapak Parjiyanto dan ibu Tri Sumarni
9. Bapak Ngatimin dan ibu Mujiyem

10.Bapak Jumeno dan ibu Sulasih
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Lampiran I :

CURICULLUM VITAE
Neena : Muhammad Igbal
Tempat/tgl. Lahir : Mataram, 16 Desember 1975
Alamat : J1. Bunga Matahari V/2 Mataram NTB, 83126
Orang Tua
Ayzh : HM. Diehaini Kadir
Ibu : Hj. Siti Maryam M.
Pekerjaan : PNS (guru)
Alamat : J1. Bunga Matahan1 V/2 Mataram NTB, 83126
Riwayat Pendidikan
SDN 7 Mataram : Lulus 1988
MTs N Mataram : Lulus 1991
MAN V Yogyakarta : Lulus 1994
TAIN SUKA Ykt : Lulus 2001

Pengalaman Organisasi

1. Anggota IMM pada tahun 1995
2. Ketua I IMM Komisariat Fakultas Syari’ah periode tahun 1996-1997
3. Wakil Ketua HMJ Peradilan Agama Fak, Syari’zh periode tahun 1996-1998
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